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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang berjudul “Analisis
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas
(Studi Kasus di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik)”. Penelitian ini bertujuan
menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu : Bagaimana
persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Cerme
Gresik? Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 Tentang
penyandang disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang
disabilitas?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan
menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen sebagai metode
penggumpulan data. Data yang diperoleh dan terkumpulkan kemudian dianalisis
menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan
Kec. Cerme Kab. Gresik dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas dari
segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang
maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kebutuhan finansial dari
keluarga serta tidak adanya dukungan dari pemerintah desa setempat dalam
membantu tercapainya kebutuhan akomodasi dan fasilitas lain yang layak guna
menunjang atau menjamin hak anak penyandang disabilitas. Hukum Islam dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap
persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sudah menjelaskan jika
terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengikat
pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk memenubhi,
menghormati, menjamin terhadap hak anak penyandang disabilitas.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis mengharapkan pihak yang
berkaitan dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas disarankan lebih
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak penyandang
disabilitas, agar terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas yang sesuai
dalam Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang merupakan ucapan seremonial
secara sakral melalui suatu akad (ijab dan qabul) yang dikandung dalam kata
nikah atau fazwij.! Melalui perkawinan diharapkan manusia dapat mencapai
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Artinya keluarga yang tenang,

damai penuh suasana cinta dan sikap saling sayang satu sama lain.?

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.
Pembentukan keluarga bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan yang
akhirnya akan menjadi generasi-generasi baru yang menggantikan generasi

sebelumnya.® Allah Swt berfirman dalam Surat An Nahl ayat 72 :

¢ @ S eal L B e 2T sl 3F . E . s

g?u;h“ L/Jf r_{}))j o.l.A:-j 1859 rggb)\ By (’Q 3*-") b—bj Vg.\:uv\ B j:o— A)Jb
S5 34 ) oaing S S

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu
sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan
cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka
mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari
nikmat Allah?.”

Nabi Muhammad Saw bersabda :

A8 & 3 s s g

Artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, sebab aku
berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat
yang lain.”

! M.A. Tihami, et al, Fikih Munakahat (Kajian Fiikih Nikah Lengkap), (Jakarta : PT. RajaGrafindo
Persada, 2014), him 8.

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Kementerian Agama, AI-Quran berserta Terjemahan, (Surabaya : Karya Agung, 2002), 274.

> M.A. Tihami, et al, Fikih Munakahat (Kajian Fiikih Nikah Lengkap). .., 34.



Anak sebagai buah cinta perkawinan sekaligus merupakan amanah yang
ditipkan oleh Allah Swt. Maka dari itu, orang tua mempunyai kewajiban untuk
merawat, menjaga dan menyayangi dengan cara memenuhi akan hak-hak anak
guna tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya.® Nabi Muhammad
Saw mengajarkan untuk memenuhi hak-hak anak dengan menggendong
Umamah binti Zainab, putri dari Abu Al-Ash ibn Rabi’ ketika sedang
menjalankan kewajiban sholat. Hal itu tentunya Islam sangat menganjurkan
untuk menjaga hak anak dalam keluarga, terutama orang tua dianjurkan untuk
memberikan sebuah nama baik, melakukan akikah, menyusui, serta
mengajarkan terkait ibadah.”

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak disebutkan bahwa Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut
agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.® Selain itu hak anak juga diatur
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
anak.’ Semua hak anak diatas harus dimiliki oleh semua anak termasuk Anak
Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan seorang yang
memiliki keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktifitas

sebagaimana orang normal pada umumnya.'?

Hal ini diterangkan dalam Pasal 1 ayat 2 UU No 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas bahwa kesamaan kesempatan adalah keadaan yang

8 Ibid.

7 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989), 123.

8 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika : 2013), 10.

® Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2.

1©Tembaga Bahtsul masail PBNU, et al,. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas, (Jakarta : LBM
PBNU, 2018), 16.



memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang
disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan
negara dan masyarakat.'’ Artinya anak penyandang disabilitas juga memiliki

kesamaan dengan anak pada umumnya.

Islam mengajarkan dan menempatkan manusia pada posisi yang sangat

tinggi (QS. Al Isra’: 70).
25 e atlasy ol o AU Al Al ¢ sAUlRs 25T g WS Adl (e
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Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.!

Dalam Islam terdapat lima macam hak asasi, yang dikenal dengan
sebutan Maqasid al-shari’Gh, diantara hak asasi tersebut : pemeliharaan atas hak
beragama (HifZ al-din), pemeliharaan atas jiwa (HifZ al-nafs), pemeliharaan atas
kehormatan dan nasab/keturunan (HifZ al-nasl), pemeliharan atas akal (Hifz al-
‘aql), dan pemeliharaan atas harta (HifZ al-mdl)."

Misi Islam dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, berawal dari
contoh teladan Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam QS. Abasa, salah satu
sahabat penyandang disabilitas bernama Abdullah ibn Ummi Maktim yang
mendapatkan interaksi dari Nabi Muhammad yang kurang responsif, dan

akhirnya mendapatkan teguran dari Allah Swt.!*

" 1bid,.

12 Departemen Agama R, A/ quran dan Terjemahnya...,289.

B Ibid, 51.

14 Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al,. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas. .., 51.



Masalah yang ada di Indonesia pada saat ini adalah masalah terkait anak
termasuk masalah pada anak penyandang disabilitas. Terlebih di Kabupaten
Gresik, data total jumlah anak di Kabupaten Gresik menyebutkan ada sekitar
umur 3-6 tahun mencapai 74.854 juta jiwa, penduduk dengan kelompok umur 7-
12 tahun mencapai 118.970 juta jiwa, penduduk dengan kelompok usia 13-15
tahun mencapai 59.539 juta jiwa, kemudian penduduk dengan kelompak umur
16-18 tahun 56.802 juta jiwa.'> Sementara berdasarkan Survei Badan Pusat
Statistik Jawa Timur pada tahun 2016 jumlah penyandang disabilitas kabupaten
gresik mencapai 498 jiwa.!¢

Salah satu Desa yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu Desa Ngabetan
Cerme Gresik, terdapat masalah yang cukup serius pada anak penyandang
disabilitas. di Desa Ngabetan Cerme Gresik, Anak penyandang disabilitas yang
dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai anak yang memiliki
ketidakmampuan sering dianggap sebagai anak yang tidak produktif. Sehingga
masyarakat cenderung menjauhi, bahkan memperlakukan mereka dengan salah,
sehingga hak-haknya ikut terabaikan. Pada tingkat keluarga maupun lingkungan
keluarga besar merasa malu memiliki anak yang lahir berbeda dengan anak
normal. Keluarga harusnya selalu mendukung sehingga anak penyandang
disabilitas tersebut dapat lebih semangat dalam menjalani hidupnya. Layanan
dan fasilitas publik yang ramah disabilitas di Desa Ngabetan Cerme Gresik

masih sangat terbatas. Kondisi ini sangat menyulitkan para penyandang

5 Kemdikbud, “Data Penduduk Berdasarkan Sumber Sata Kabupaten Gresik”, dalam
http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk?kode wilayah=050100&tahun
=2017&tabs=bps, diakses pada 12 September 2019.

16 Badan Pusat Statistik, Inklusi penyandang disabilitas Kabupaten Gresik, dalam
https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-
menurut-kabupaten-kota-2016.html diakses pada 12 September 2019.




disabilitas, terutama pada anak. Sehingga mereka nyaris selalu butuh bantuan
orang lain untuk bisa menjalankan aktivitasnya di luar rumah. Layanan
pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia juga masih
jauh dari harapan.

Terdapat dalam Undang-undang Nomor 8§ Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan kepada pemerintah bahwa
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah kewajiban, bukan sekadar
santunan. Karena itu, tidak ada alasan apa pun untuk mengabaikan hak-hak
penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap pemenuhan
hak-hak disabilitas tidak hanya dipikul oleh penyandang disabilitas sendiri
melainkan adanya peran keluarga, juga peran tokoh masyarakat dan Pemerintah
Desa Ngabetan Cerme Gresik.

Hal tersebut menjadi sangat menarik untuk dikaji oleh Penulis untuk
melakukan penelitian. Dari sedikit penjelasan diatas karena terdapat
permasalahan, maka Penulis ingin meneliti peran keluarga, tokoh masyarakat
dan Pemerintah Desa Ngabetan dalam mengimplementasikan berbagai
persoalan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dengan judul
“Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak
Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Desa Ngabetan Kec. Cerme

Kab.Gresik)“.

B. Identifikasi Masalah



Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penulis

mengidentifikasi permasalahan yang dapat dihimpun dalam penelitian sebagai

berikut :

1.

Tujuan perkawinan

Definisi anak

Keluarga

Hak Anak

Anak penyandang disabilitas

Tinjauan tentang hak anak penyandang disabilitas dari Hukum Islam
Tinjauan tentang hak anak penyandang disabilitas dari UU No 8 Tahun
2016

Persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan
Cerme Gresik.

Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas

di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik.

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis

mencoba membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.

2.

Persoalan dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas.
Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang

Disabilitas.



D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis membuat rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana persoalan pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di
Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan Hak Anak

Penyandang Disabilitas?

E. Kajian Pustaka
Agar hasil penelitian ini bisa dianggap original, bukan duplikasi atau
plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan
beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian
penulis yang berjudul ”Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang
Disabilitas”. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Millah Hanifah pada tahun 2019 (Mahasiswi UIN
Sunan Ampel Surabaya) dengan judul “Analisis Maqgashid Al Shari’ah dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
terhadap peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan
Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak-hak anak”. Dalam skripsi ini
penulis menjelaskan mengenai peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak

Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak melalui



program-programnya yang terbagi menjadi dua yaitu program di dalam
serta program di luar shelter.”’

2. Skripsi yang ditulis oleh Agustin Ismawati pada tahun 2019 (Mahasiswi
UIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Hak
Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial
Surabaya”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai pemenuhan
hak anak di Lingkungan Pondok Sosial Surabaya khususnya dalam
penerapan pendidikan dan kesehatan masih kurang maksimal sebagaimana
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.*®

3. Skripsi yang ditulis oleh Fahrudin Sofianto pada tahun 2012 (Mahasiswa
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) dengan judul “Analisis Yuridis
Terhadap Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial
Dinas Sosial Surabaya”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai
Pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi
khususnya hak anak mendapatkan pengasuhan, hak anak untuk bersosial
dan hak anak untuk berpendidikan.®

4. Skripsi yang ditulis oleh Ardani Mahendra pada tahun 2014 (Mahasiswa
Universitas Bengkulu) dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua

Terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau dari UU No 4 Tahun 1979

17 Millah Hanifah, “Analisis Maqashid Al Shari’ah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
Tentang Perlindungan Anak terhadap peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan
Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak-hak anak”, (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya,
2019).

18 Agustin Ismawati, “Analisis Yuridis Terhadap Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan
Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya”, (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

19 Fahrudin Sofianto, “Pemenuhan Hak - Hak Anak di Lingkungan Keluarga sekitar Lokalisasi (Studi
di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)”, (Skripsi -- UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2012).



Tentang Kesejahteraan Ana (Studi Kasus pada Tunawisma Di Kota
Bengkulu)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai bentuk
tanggung jawab orang tua yang sebenarnya mengenai kesejahteraan anak di
Kota Bengkulu, sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 9 Undang-
undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*

5. Skripsi yang ditulis oleh Nasrawaty pada tahun 2016 (Mahasiswa Halu
Oleo) dengan judul “Peran Orang Tua dalam Pendidikan Siswa
Berkebutuhan Khusus di SLB AC Mandara Kendari (Studi Kasus Tuna
Netra dan Tuna Grahita)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai
Peran orangtua dapat dilihat dari peranannya melalui edukatif yang sangat
peduli terhdap pendidikan anaknya yang mengalami keterbatasan fisik
maupun mental..”*

Setelah melihat beberapa skripsi diatas, jelas bahwa penelitian yang
diangkat dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan
Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Desa Ngabetan Kec. Cerme
Kab. Gresik)”, belum pernah dibahas dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Penelitian ini lebih mengkaji analisis hukum islam dan UU No 8 Tahun 2016
Tentang penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak

penyandang disabilitas mengenai peran keluarga, tokoh masyarakat dan

20 Ardani Mahendra, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau dari
UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Ana (Studi Kasus pada Tunawisma Di Kota
Bengkulu)”, (Skripsi — Universitas Bengkulu, 2014).

2l Nasrawaty, “Peran Orang Tua dalam Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus di SLB AC
Mandara Kendari (Studi Kasus Tuna Netra dan Tuna Grahita)”, (Skripsi — Universitas Halu Oleo,
2016).
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pemerintah Desa Ngabetan Cerme Gresik dalam membantu anak penyandang

disabilitas untuk memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas.

F. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui persoalan pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas
di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan Hak Anak

Penyandang Disabilitas.

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari tujuan penelitian di atas maka kegunaan dari penelitian ini yaitu
sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi
pengembangan ilmu pengetahuan (knowledge science development) di
bidang hukum keluarga khususnya dalam pemenuhan hak anak penyandang
disabilitas. Sehingga hasil penelitian in dapat dijadikan acuan bagi peneliti

lain yang ingin mengkaji masalah ini suatu saat nanti.*?

2. Kegunaan Praktis

22 Wiratno Sujarweni, Metodologi Penelitian (Y ogyakarta : Pustaka Barupress, 2014), 56.
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Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan bagi keluarga dalam memenuhi hak anak
penyandang disabilitas, serta bagi tokoh masyarakat dan pemerintah desa
yang berpengaruh memiliki akan kebijakan dalam pemenuhan hak anak

penyandang disabilitas.

H. Definisi Operasional
Definisi operasional sangat diperlukan untuk mempermudah
memahami gambaran secara jelas dan konkrit mengenai istilah yang terkandung
dalam judul peneltian. Definisi kata-kata tersebut antara lain :

1. Hukum islam adalah Hukum yang mengatur hubungan antara makluk
dengan Khdlig dan hubungan antara sesama makhluk yang digali dari
sumber-sumber hukum.? Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah beberapa
kitab figih seperti figih penguatan penyandang disabilitas hasil Lembaga
Bahtsul Masail PBNU.

2. UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah UU untuk
mengetahui hak anak penyandang disabilitas. 2*

3. Hak Anak Adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara,

pemerintah, dan pemerintah daerah.?

23 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 37.
24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Dlsabilitas.
%5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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4. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental , dan/atau sensorik dalam jangka
waktu lama.?¢

Dari penjelasan definisi operasional, maka proposal penelitian ini
membahas Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang disabilitas terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang

Disabilitas.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-
metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian. Penelitian yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field
research). Dalam hal ini penulis meneliti tentang persoalan pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas menurut hukum islam dan UU No 8 Tahun 2016 di Desa
Ngabetan Cerme Gresik.

Dalam penelitian tentang “Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun
2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak
Penyandang Disabilitas” menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan penulis adalah :
a. Data tentang anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan

Cerme Gresik

2 1bid,.
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b. Praktik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa
Ngabetan Cerme Gresik
c. Kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Cerme Gresik
2. Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh
langsung dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan
seperti wawancara.”’ Dalam penelitian ini sumber data primernya
adalah:
1) Anak penyandang disabilitas Desa Ngabetan Cerme Gresik
2) Keluarga dari anak penyandang disabilitas Desa Ngabetan Cerme
Gresik
3) Pemerintah Desa Ngabetan Cerme Gresik
4) Tokoh masyarakat Desa Ngabetan Cerme gresik
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber
yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.’® Dalam

peneitian ini sumber data sekundernya adalah :

27 Adi Rianto, Metodelogi penelitian sasial dan hukum,(Jakarta : Granit, 2004), 57.
28 Tatang M. Amrin, Menuysun Rencana Penulisan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 133.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Figih penguatan penyandang
disabilitas

M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misba@h : Pesan, kesan dan keserasian
Al-Qur’an

Perpustakaan Nasional RI: Kerja dan ketenagakerjaan (Tafsir Al-
Qur’an Tematik)

Muhammad Zaki, Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam
Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak

Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Agama

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian lapangan

ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan dan langsung untuk mendapatkan informasi

dimana 2 (dua) orang lebih bertatap muka.”® Disini penulis akan

melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan antara

lain :

1))

Anak penyandang disabilitas Desa Ngabetan Cerme Gresik

2 Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), 83.
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2) Keluarga dari anak penyandang disabilitas Desa Ngabetan Cerme
Gresik
3) Pemerintah Desa Ngabetan Cerme Gresik
4) Tokoh masyarakat Desa Ngabetan Cerme gresik
b. Observasi
Observasi adalah mengumpulkan data melalui usaha
pengamatan dan pencatatan secara terperinci dan sistematis.*® Dalam
melakukan penelitian ini, penulis ikut serta dalam membantu keluarga,
tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa Ngabetan untuk melaksanakan
pemenuhan terhadap salah satu dari hak anak penyandang disabilitas.
c. Studi Dokumen
Dokumentasi, yang diperlukan untuk menjawab terkait masalah
dari hasil penelitian yang dicari.?! Dalam penelitian ini yang diperlukan
penulis adalah data anak penyandang disabilitas dan foto-foto kegiatan
dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan
Cerme Gresik.
4. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mengatur urutan data ke dalam suatu
pola, kategori dan satuan uraian data.’> Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan peran

30 Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 124.
3! Irfan Tamwifi, Metologi Penelitian, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 222.
32 Lexy. ] moelong, Meotode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 248.
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keluarga, tokoh masyarkat dan Pemerintah Desa Ngabetan Cerme Gresik
dalam persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pola pikir deduktif,
yang menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori
atau dalil yang bersifat umum tentang persoalan pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas. Selajutnya teori atau dalil tersebut digunakan untuk
menganalisis yang bersifat khusus yakni mengenai persoalan pemenuhan
hak anak penyandang disabilitas dalam Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun

2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan dalam penelitian ini, Penulis akan
memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teoritis dari Hukum Islam dan UU No. 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang terdiri dari pengertian anak, hak
anak menurut hukum islam dan Undang-undang, pengertian disabilitas dan ruang
lingkupnya, hak anak penyandang disabilitas menurut hukum islam dan Undang-
undang.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian/data penelitian tentang persoalan

pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, yang berisi sekilas tentang Desa
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Ngabetan Cerme Gresik, data tentang penyandang disabilitas Desa Ngabetan
Cerme Gresik, praktik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas Desa Ngabetan
Cerme Gresik, kebijakan Pemerintah Desa Ngabetan Cerme gresik terhadap
pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

BAB keempat, merupakan analisis hukum islam dan UU No. 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas.

BAB kelima, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.
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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Anak
Anak memiliki aspek pengertian yang sangat luas, dalam Hukum
Islam pengertian anak dapat diartikan sebagai Makhluk Ciptaan Allah Swt
yang dhaif dan mempunyai kedudukan yang mulia.** Dalam bahasa arab
anak berasal dari kata al-walad bentuk jamaknya al-auldd.** Allah Swt
berfirman dalam Surat Al-balad : 3

W3 g g

Artinya : “Dan demi bapak dan anaknya.”

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak
secara etimologis dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun
manusia yang belum dewasa.’® Secara hakiki, anak adalah karunia dari
Allah Swt kepada orang tua, dikatakan karunia karena tidak semua keluarga
dapat dikaruniai anak, sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah
tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah Swt
menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya.
Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan

menyayangi anaknya.’’

33 Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan hukum perlindungan anak, (Jakarta : Grasindo, 2000), 6.
3% Azra Azyumardi, Ensiklopedi Islam, (Jakar ‘’ta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid I, 141.

35 Departemen Agama RI, Al quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 594
36'W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), 25.
37 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam, (Jakarta : KPAI, 2007), 15.
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Menurut R.A Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur

muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk

keadaan sekitarnya.’® Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian

tentang anak menurut peraturan Perundang-undangan. Pengertian anak

menurut peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

s 39

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, “orang belum dewasa adalah mereka yang belum
mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi
anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum
meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur
21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya
sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang
yang telah dewasa bukan anak-anak”.*’

Anak menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak

38 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005), 113.

3Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlidungan Anak

40Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta :

Paramita, 2002), 90.

PT. Pradnya
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Yang disebut “anak adalah seseorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
(Pasal 1 butir 2)”.4!

4. Anak menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan
belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku
bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.*?

5. Menurut Kompliasi Hukum Islam (KHI)”.

Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam “Batas usia anak
yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang
anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah

melangsungkan pernikahan”.*

B. Hak Anak

Perasaan kasih sayang yang telah Allah Swt tanamkan kepada orang
tua untuk anak sebagai naluri dalam mendidik, memelihara, melindungi dan
memperhatikan kemaslahatan anak, sehingga semua hak anak dapat
terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan
diskriminasi.** Merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan

HAM terhadap pemenuhan hak dasar anak. Allah Swt telah memberikan

4l Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

42 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak
Anak.

4 H. Abdurrahman, SH.MH, Kompliasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 137.
# Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam..., 10.
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hak kepada anak yang harus dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh orang

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.*’

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-An’am : 140

€ @ 7 H & <z 25 ? 07 z4 8 - /a/; fq 4 %~ °<
BO& e b a8 G es e g G sy B s
Crdiih 158765 sl

Artinya : “Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-

anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka
mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka
dengan  semata-mata  mengada-adakan  terhadap  Allah.

Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat
petunjuk.”*¢

Pemberian kasih sayang dan perlindungan hak kepada anak adalah
sebuah kewajiban. Hak hidup, hak keberlangsungan serta hak
perkembangan terhadap anak dalam pandangan Islam telah melekat pada
diri setiap anak serta mutlak sebagai dasar agar memberikan pemenuhan,
perlindungan atas kehidupan mereka.*’” Adapun didalam al-Qur’an dan
Hadits telah tertuangkan mengenai hak-hak anak yang harus diperoleh anak,
antara lain :

1. Hak hidup
Hak yang paling mendasar bagi manusia merupakan hak
hidup, inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh
orang lain.*® Pembunuhan yang dilakukan kepada satu manusia

sama hal nya dengan menyakiti semua manusia. Oleh karena itu

4 Ibid, 45.

46 Departemen Agama Rl, A/ quran dan Terjemahnya..., 128.

47 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam..., 46.

48 Jamal Abdurrahman, Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrun Abu
Bakar,”Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin”, (Bandung : Irsyad Baitus Salam,
2005), 200.
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tidak diperbolehkan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Allah

Swt berfirman dalam QS. Al Maidah : 32

~

L}gwgiwwmdﬁwmyw L;&C:KJJ;J}\

.

L of‘//._._a___f//.u /D;/';/'/,B;a//f//&/’: 7 Lok
Mele A5 DA MU G ug}\wju@ww\&uu&g ww

ol 28 U i (4B 5 0 iy g
Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum)
bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh
seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang
lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan
manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada
mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka
sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam
berbuat kerusakan dimuka bumi.”*
Secara lebih tegas Allah Swt telah melarang terkait

pembunuhan kepada anak, QS. Al-an’am : 31.

S s O 3305 & ;w g aw s SN L2
Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu
karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi

rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya
membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.">°

Kedua ayat di atas menyariatkan makna bahwa setiap anak
berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah,
perkawinan di fasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih
dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum
Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).>!

2. Hak mendapatkan kejelasan terhadap nasab

4 Departemen Agama R1, A/ quran dan Terjemahnya..., 113.
30 Departemen Agama R, 4l quran dan Terjemahnya..., 131.
51 Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Amisco, 2000), 139.
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Sejak dilahirkan anak mempunyai hak untuk mendapatkan
kejelasan terhadap nasab. Kejelasan terhadap nasab ini digunakan
agar anak mendapatkan haknya dari orang tua. Anak akan
mendapatkan ketenangan jika anak mempunyai kejelasan terhadap
nasab, sehingga anak dapat berinteraksi serta mendapatkan
perlakuan yang wajar.’> Allah Swt berfirman dalam QS. Al Ahzab :

5.

o0 3 R0 T 2l T 5 O e Ll 8 08 a2
o Bzt e a4t s T B1 0 s ool SIS P
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Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu)
dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang
lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak
ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,
tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.
Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”>?

3. Hak pemberian nama yang baik
Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan nama
kepada anak dengan baik dan memiliki makna baik. Pemberian
nama kepada anak tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal, akan
tetapi pemberian nama yang baik sebagai suatu doa atau
pengharapan yang baik, karena nama akan berlaku sampai hari

kiamat kelak, Rosulullah Shallalahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

52 Tbnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam..., 50.
53 Departemen Agama R1, 4l quran dan Terjemahnya..., 418.
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Artinya : “Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari

kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian.

Maka baguskanlah nama-nama kalian." (HR. Abu

Dawud)**

Nabi Muhammad SAW seringkali menemukan beberapa
sahabat memberikan nama anak mereka dengan nama yang kurang
baik, kemudian Nabi Muhammad SAW menggantinya dengan nama
yang baik secara spontan. Seperti nama ’Ashiyah (pelaku maksiat)
diganti menjadi Jamilah (indah), Ashram (gersang) menjadi Zar’'ah
(subur), dan Hazin (sedih) menjadi Sah/ (mudah).>®

4. Hak memperoleh ASI
Anak yang baru lahir mempunyai hak untuk mendapatkan

ASI (Air Susu Ibu) dengan baik, maksimal selama dua tahun. Allah

Swt berfirman dalam QS. Al Baqarah : 233.
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Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-
anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita

54 Jamal Abdurrahman, Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah. .., 106.
55 Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam..., 64.
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kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada
dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan
oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan.">®

Ayat di atas menegaskan bahwa, seorang ibu mempunyai
kewajiban untuk memberikan ASI (Air Susu Ibu) kepada anaknya
selama sang ibu mampu. Berdasarkan ilmu kesehatan, melalui ASI
(Air Susu Ibu) kebutuhan gizi bayi akan terpenuhi. Sedangkan
berdasarkan ilmu psikologis bayi akan merasakan kasih sayang,
kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.>’

5. Hak anak dalam mendapatkan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas pengasuhan,
perawatan, dan pemeliharaan dari orang tua. Cara pengasuhan,
perawatan dan pemeliharaan orang tua kepada anak sejak dilahirkan
akan mempengaruhi pembentukan jiwa pada anak. Anak
membutuhkan perhatian yang serius, terutama pada masa balita
guna dalam proses tumbuh kembang. Sebagaimana firman Allah
Swt dalam QS At Tahrim : 6.

oola tgdle Eadip i 50 2SUals p el 18 14T (0 Gl
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat
yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa

%6 Departemen Agama RI, 4/ quran dan Terjemahnya..., 37.
57 Jamal Abdurrahman, Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah. .., 106.
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yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.”®

6. Hak anak memperoleh pendidikan

Anak dapat berkembang secara optimal jika anak
mendapatkan pengajaran melalui pendidikan. Dengan memberikan
pendidikan kepada anak secara optimal maka orang tua telah
memberikan pakaian perlindungan kepada anak, sehingga anak
mampu hidup mandiri serta menghadapi tantangan dimasa depan.>”
Dengan segala dampak positif dan negatif di zaman modern saat ini
anak diharuskan untuk mendapatkan pendidikan khususnya
mengenai akidah.®
Hak untuk mendapatkan cinta kasih

Islam memerintah agar setiap orang tua untuk
memperlihatkan perasaan cinta dan kasih kepada anak. Setiap anak
punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari
perasaan cinta dan kasih orang tua. Mencintai anak merupaka fitrah

setiap orang tua.®!

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, Undang-undang ini menyebutkan penyelenggaraan

perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun

1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi :%?

Non Diskriminasi

%8 Departemen Agama RI, A/ quran dan Terjemahnya..., 560.
59 Jamal Abdurrahman, Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah. .., 180.

% Tbid, 181.
81 Tbid, 190.

62 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2.
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Kepentingan yang terbaik bagi anak
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang

Penghargaan terhadap anak

Sedangkan Lima hak dasar anak tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :%3

1.

2.

Hak agama
Hak sipil

Hak kesehatan
Hak pendidikan
Hak sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak disebutkan bahwa Setiap Anak berhak untuk beribadah

menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat

kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.**

Hak kepada anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi, hal ini

diperkuat dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.%

C. Anak Penyandang Disabilitas

83 Tbid.

4 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum..., 10.
65 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 12.
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Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang
yaitu orang yang menderita sesuatu, jika disabilitas yaitu
ketidakmampuan.®® Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu
different ability, artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda.
People with disabilities, disamping handicapped dan disabled merupakan
istilah yang paling sering digunakan sebagai pengganti istilah penyandang
cacat yang dinilai mempunyai rasa negatif. ¢’

Penyandang disabilitas dalam prespektif Islam identik dengan istilah
dzawil ihtiyaj al-khashah, dzawil dhat, atau dzawil a’dzar : orang-orang
yang mempunyai berkebutuhan khusus, keterbatasan, atau mempunyai
uzur.%® Berikut terminologi yang terdapat dalam Al-Qur’an mengenai
penyandang disabilitas :

1. ‘Umyun (Tuna netra)

Kata =21 (¢ 'md) atau »& (‘Umyun) secara etimologi berarti
hilangnya daya penglihatan. Dalam bahasa Inggris disebut
Blindness.®® Kata a’ma dalam kamus Mushthalahdt al ‘Ulum al
[jtimad’iyah al Injiliziy wa al ‘Arabiy memiliki arti suatu keadaan
terhambatnya pengelihatan yang mencakup kebutaan total maupun

keadaan lain yang mendekatinya.”®

% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat
(Jakarta : Gramedia, 2008), 40.

7 Sugi Rahayu, et.al, Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa
Yogyakarta, (Yogyakarta : kencanapress, 2013), 110.

% Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al,. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas, (Jakarta : LBM
PBNU, 2018), 57.

% Ibnu Mazhir, Lisdn al-‘Arab, jilid 4 (Beirut: Dar Shadir, 2010), dikutip dari buku Lembaga
Bahtsul masail PBNU, et al,. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas..., 67.

70 Muslih al-Shalih, Qdmiis Musthalahdt al- ‘Ulum al-Ijtima iyah Injilizi wa al- ‘Arabi (Riyadh: Dar
al‘Alam al-Kutub, 1419 H) dikutip dari buku Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al,. Figih
Penguatan Penyandang Disabilitas..., 69.
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Artinya : “Dia (Muhammad) berwajah masam dan
berpaling, Karena seorang buta telah datang kepadanya
(Abdullah bin Ummi Maktum), Dan tahukah engkau
(Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari
dosa), Atau dia (ingim)mendapatkan pengajaran, yang
memberi manfat padanya?, Adapun orang yang merasa
dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy), Maka
engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya,
Padahal jika tidak ada (cela) atasmu kalua dia tidak
menyucikan diri (beriman), Dan adapun orang yang datang
kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan
pengajaran), Sedang dia takut (kepada Allah), Engkau
(Muhammad) malah mengaibaikannya. Sekali-kali jangan
(demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah
suatu peringatan.”’!

Ayat diatas mengisahkan terkait interaksi Nabi Muhammad
Saw yang dianggap kurang responsif dengan salah satu sahabat
penyandang disabilitas netra yaitu Abdullah ibn Ummi Maktim,
hingga Allah Swt menegurnya. Sahabat tersebut mendatangi Nabi
Muhammad Saw untuk bimbingan Islam. akan tetapi Nabi
Muhammad Saw mengabaikan, sebab Nabi Muhammadi Saw
sedang sibuk rapat dengan para petinggi kaum Quraisy, merupakan
prioritas sebab menyangkut nasib kaum muslimin. Kemudian,
turunlah surat ‘Abasa diatas kepada Nabi Muhammad Saw sebagai
peringatan agar Nabi Muhammad Saw lebih memperhatikan sahabat

penyandang disabilitas tersebut daripada pemuka Quraisy."?

"l Departemen Agama R, Al quran dan Terjemahnya..., 585.

2 Muhammad Ali Shabuni, Riwa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, (Bairut: Muassah Manabhil al-
‘Irfan, Cet ke-3, 1401 H/1981 M) Juz II dikutip dari buku Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al,.
Figih Penguatan Penyandang Disabilitas ..., 70.
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Semakin jelas, melihat asb@bun nuziil (sebab turun) Surat
‘Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas,
menerimanya setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan
memperioritaskan. Dalam Hadits Abu Daud disebutkan :

e s 0005 K5 909 o e o o 0 s 6
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Artinya : “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh
seseorang niscaya punya suatu derajat disisi Allah yang tidak
akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan

dibadannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat
tersebut.” (HR. Ibnu Abi Syaibah).”

Hadits diatas memberikan pemahaman bahwa terdapat
derajat yang mulia disisi Allah Swt dibalik adanya keterbatasan
fisik. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan
keterbatasan tersebut sebagai kekurangan, justru sebagai tangga
ketercapaian derajat yang tinggi.”*

Summun (Tuna Rungu) dan Bukmun (Tuna Wicara)

Kata s (shummun) yang asal katanya adalah s2ia atau aelall
yang berarti kesulitan/gangguan mendengar atau adanya sumbatan
pada telinga.”> Terminologi summun dan bukmun terdapat dalam

QS. Al Baqgarah : 18

Sokt ¥ 8 o 1 2

73 Ibid.
74 Ibid.

5> Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet. 25,

5537.
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Artinya : “Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah
mereka akan kembali (ke jalan yang benar).””®

Mereka tuli, seorang yang tuli, tidak dapat mendengar suatu
hal dalam kebajikan. Bisu, seorang yang bisu, tidak dapat
mengungkapkan suatu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Buta,
seorang yang buta, tidak dapat mengikuti arah terkait jalan yang
lurus. Maka tidaklah mereka akan kembali, maksud dari hal tersebut

yaitu tidak akan dapat kembali dari sebuah kondisi kesesatan.”’

Pada ayat diatas, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata tuli,
bisu dan buta, merupakan perumpamaan bagi kaum munafik yang
sedang melakukan perbuatan keji penuh kesesatan dan kebengkokan
dengan menukar arah petunjuk.”® Sedangkan menurut Quraish
Shihab kata tuli merupakan teruntuk orang yang tidak dapat
mendengar petunjuk dari Allah Swt, bisu tidak dapat mengucapkan
kalimat yang baik, dan buta tidak dapat melihat tanda kebesaran
Allah Swt.”

3. A’raj (Pincang/Tuna daksa)

Kata ¢z o (a’raj) mempunyai makna kesulitan pada kaki.
Al-Qur’an telah menunjukkan sikap yang sama antara orang normal
dan tidak normal, tidak ada perbedaan.®’ Allah Swt berfirman dalam

QS. An Nur: 61 dan QS. Al Fath: 17.

76 Departemen Agama Rl1, A/ quran dan Terjemahnya..., 585.

77 Muh. Ali Ash-Shabuni, Shafwatul Tafasir, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2011), Jilid 1, hlm 41.
8 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Taisiru al-Alliyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibn Katsir, (Tafsir Ibn
Katsir, Terj. Syaibuddin, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), ) Jilid 1, 89.

7 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta : Lantera
Hati, 2002), Vol. 15, 137.

8 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir..., 5337.
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Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak
(pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan
tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama
mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-
bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu
yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan,
dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara
bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang
laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah
yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu.
Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka
atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah
dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam
kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada
dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang
diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-
ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.” (QS. An
Nur : 61)%!

L
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Artinya : “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan
atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila
tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada
Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya
ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya
dengan azab yang pedih.”(QS. Al Fath : 17)%

Keberadaan penyandang disabilitas telah mendapatkan pengakuan

dalam al-Qur’an, akan tetapi didalam al-Qur’an relatif sedikit terkait

81 Departemen Agama R, 4l quran dan Terjemahnya..., 358.
82 Ibid, 512.



33

pembahasan mengenai penyandang disabilitas karena Islam memandang
netral dengan arti penyandang disabilitas sepenuhnya sama dengan non
penyandang disabilitas. Islam lebih memperhatikan terkait pengembangan
karakter serta amal shaleh, bukan persoalan fisik.*’

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak merupakan pengertian dari penyandang disabilitas yang
termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas.’* Selain itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pengertian anak
penyandang disabilitas.®

Penyandang disabilitas secara umum dibagi kedalam tiga kategori :

1. Kategori disabilitas berat
Pada kategori ini, setiap penyandang disabilitas dalam
menjalankan kegiatan harian harus bergantung kepada orang lain.

Dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mampu rawat, karena

tidak mampu untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya.

Dalam hal ini, penyandang disabilitas tersebut mengalami Celebral

8 Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al,. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas..., 59.
8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
85 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
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Palsy (CP) berat atau disabilitas ganda baik Celebral Palsy (CP)
serta Intelectual Disability 5
Kategori disabilitas sedang

Penyandang disabilitas dalam kategori ini, dikategorikan
sebagai penyandang disabilitas Mampu latih, karena penyandang
disabilitas masih mampu untuk merawat diri sendiri, serta mampu
dilatih untuk aktivitas keterampilan motorik.®’
Kategori disabilitas ringan

Disebut sebagai penyandang disabilitas mampu didik, sebab
memiliki intelektual dengan IQ lebih dari 70. Artinya penyandang
disabilitas dalam kategori ini mampu untuk menggunakan alat bantu
sesuai dengan jenis disabilitasnya, mampu mendapatkan pendidikan

yang baik serta mampu melakukan aktivitas keseharian.

Dari penjelasan ketiga kategori diatas, semua termuat dalam ragam

penyandang disabilitas. Ragam penyandang disabilitas termuat pada Pasal

4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas, yaitu : Penyandang disabilitas fisik, Penyandang disabilitas

intelektual, Penyandang disabilitas mental serta Penyandang disabilitas

sensorik.%” Berikut penjelasan mengenai empat ragam penyandang

disabilitas :

Penyandang Disabilitas Fisik

8 Lembaga Bahtsul Masail PBNU, et al.. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas..., 21.

8 Tbid, 22.
8 Ibid, 23.

8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1).
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Arti lain dari penyandang disabilitas fisik yaitu daksa atau
orang dengan gangguan mobilitas. Karena kelupuhan penyandang
disabilitas fisik mempunyai ketidakmampuan dalam menggerakkan
anggota tubuh secara efektif. Kondisi seperti ini diakibatkan saat
dalam kondisi lahir, penyakit serta kecelakaan.”® Seringkali orang
yang memiliki gangguan gerak mempunyai hambatan baik secara
fisik berupa lingkungan yang tidak aksesibel maupun sosial berupa
£ 91

stigma negatif dalam berpertisipasi dilingkungan masyaraka
2. Penyandang Disabilitas Intelektual
Penyandang disabilitas intelektual merupakan penyandang
disabilitas yang mengalami masalah pada intelektual serta gangguan
adaptif, mulai dari Down Syndrom, Autisme. Penyandang disabilitas
mempunyai batas intelektual dengan IQ rata-rata 35-70. Adapun
faktor penyebab penyandang disabilitas intelektual yaitu:®?

a. Faktor Sebelum Dilahirkan

Kondisi kesehatan ibu saat hami sangat berpengaruh
terkait penyebab terjadinya penyandang disabilitas
intelektual, adanya infeksi saat awal pertumbuhan janin,
mendapatkan tekanan kehidupan emosional yang dialami,

selain itu tindakan medis melalui penyinaran dengan sinar

9 Lembaga Bahtsul Masail PBNU, et al.. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas..., 24.
! Nur Kholis Refani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Y ogyakarta : Imperium. 2013), 17.
92 L embaga Bahtsul Masail PBNU, et al.. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas..., 24.
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rontgent, radiasi serta kesalahan pada saat pemasangan alat
kontrasepsi.”?

Faktor Saat Dilahirkan

Mendapatkan penanganan tidak optimal saat
melahirkan sehingga mempengaruhi pada struktur otak bayi.
Dapat disebabkan juga pada saat proses melahirkan, janin
mengalami kekurangan oksigen.”*

Faktor Setelah Dilahirkan

Diantara beberapa faktor yang menyebabkan seorang
anak dapat mengalami disabilitas intelektual : terserang
penyakit berat, kekurangan gizi pada anak usia dibawah 4
tahun karena sangat mempengaruhi perkembangan pada otak

anak.”®

3. Penyandang Disabilitas Rungu dan wicara

Tuna rungu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

yaitu tidak dapat mendengar dengan baik karena rusaknya

pendengaran.”® Terkait acuan kondisi pada pendengaran tuna rungu

sangat beragam. Adapun istilah umum yang digunakan untuk tuna

rungu yaitu, kesulitan mendengar dari yang ringan hingga berat.”’

% Ibid.

% Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus..., 19.

% 1bid, 20.

% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia..., 1082.

97 Ahmad Wasita, Seluk Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya, (Jakarta:

Javalitera, 2012), 17.
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Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

penyebab tunarungu, diantaranya menurut beberapa ahli :
a. Faktor internal

1) Faktor keturunan

2) Ibu saat mengandung mengalami penyakit campak

3) Ibu saat mengandung mengalami keracunan darah.”®

b. Faktor eksternal

1) Saat melahirkan anak mengalami infeksi

2) Adanya bakteri yang menyerang telinga hingga

mengalami radang selaput otak

3) Radang telinga.”

Tidak hanya memiliki gangguan pada pendengaran saja,
penyandang disabilitas tunarungu juga memiliki kekurangan
terhadap kemampuan berbicaranya, sebab kemampuan berbicara
sesorang juga dipengaruhi seberapa sering mendengarkan
pembicaraan. Tuna wicara adalah tidak berfungsinya organ-organ
bicara seperti Inagit-lagit dan pita suara dengan baik sehingga
mengalami kesulitan dalam berbicara.!” Jika masyarakat melihat
secara fisik, maka anak penyandang disabilitas rungu tidak beda

jauh dengan anak normal. Saat berkomunikasi akan menggetahui

% Aqilah Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak
Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2010), 35.

% Ibid.

100 Thid.
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anak tersebut menyandang disabilitas rungu, sebab artikulasi yang
diucapkan kurang jelas.!"!

4. Penyandang Disabilitas Netra

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuna netra
memiliki makna tidak dapat melihat, buta.!> Sedangkan menurut
Direktorat Pembinaan Sekolah Luar biasa, tuna netra adalah
seseorang yang mengalami tidak berfungsinya indra penglihatan.!®?
Tuna netra secara umum dibagi kedalam dua kelompok yaitu netra

total (Totally Blind) dan netra ringan (Low Vision).!*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tuna netra, antara
lain:

a. Pre-natal

Pada masa pre-natal, faktor penyebab tuna netra erat
kaitannya dengan sebuah riwayat dari orang tua ataupun adanya
kelainan pada saat masa kehamilan.'%

1) Keturunan

2) Pertumbuhan anak didalam kandungan

b. Post-natal

101 Ahmad Wasita, Seluk Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya..., 20.
102 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia..., 1082.

103 Ardhi Wijaya, Seluk Beluk Tunaetra & STrategi Pembelajarannya, (Yogyakarta : Javalitera,
2012), 12.

104 Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus..., 22.

105 Ardhi Wijaya, Seluk Beluk Tunaetra & STrategi Pembelajarannya..., 13.
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Pada masa post-natal ini , merupakan masa setelah bayi
dilahirkan, tentu bisa saja terjadi kenetraan pada masa ini :'%
1) Rusaknya saraf pada mata saat proses persalinan,
sebab benturan alat medis
2) Saat proses persalinan ibu mengalami sebuah
penyakit seksual menular yang disebabkan oleh
bakteri Neisseria gonorrhoeae’”’
3) Mengalami penyakit mana yang dapat menyebabkan

kenetraan

4) Kerusakan mata akibat kecelakaan.

D. Hak Anak Penyandang Disabilitas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah yang benar,

kewenangan, milik kepunyaan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, derajat

serta martabat.'® Sedangkan seacara etimologi memiliki beberapa arti,'?

antara lain :

1. Kepastian, Firman Allah Swt dalam surat yasin ayat 7 :

Sk ¥ 238 2281 e 03 32 30

Artinya : ”Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan

(ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena
mereka tidak beriman.”!!°

106 Aqilah Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak
Berkebutuhan Khusus..., 44.

107 Neisseria gonorrhoeae merupakan bakteri gram negatif, nonmotil, tidak membentuk spora,
berkembang koloni membentuk diplokokus, atau tunggal monokokus.

108 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia..., 1095.

199 Ghufron Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 31-
32.

19 Departemen Agama RI, Al quran dan Terjemahnya..., 441.



40

2. Kebenaran
< w ° 04 /S/, ‘140}; 2ot 08 i,
L;,L@Ju;s\"dgut;@m& d,ug.w}ﬁw el F G 1A
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Artinya : "Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-
sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?"
Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran".
Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada
kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak
dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk?
Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu
mengambil keputusan?"!!'! ( QS. Yunus : 35)

3. Menetapkan atau menjelaskan

Sabtl 85 55 ot ety b Gt
Artinya : “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan
membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”!'? (QS. Al-Anfal

: 8)
Konsep hak dalam islam dibagi dalam dua kategori; Hak Allah Hagq
Allah) atas manusia, dan Hak Manusia (Haqq al-‘Ibad) atas Allah dan
manusia.'’® Dalam Islam terdapat lima macam hak asasi, yang dikenal
dengan sebutan Maqdsid al-shari’@h, diantara hak asasi tersebut:
pemeliharaan atas hak beragama (HifZ al-din), pemeliharaan atas jiwa (Hifz
al-nafs), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (Hifz al-nasl),
pemeliharan atas akal (HifZ al-‘aql), dan pemeliharaan atas harta (HifZ al-

mdal .114

1. Pemeliharaan hak atas beragama (HifZ al-din)

I Departemen Agama RI, A/ quran dan Terjemahnya..., 214.

12 Departemen Agama RI, A/ quran dan Terjemahnya..., 178.

113 L embaga Bahtsul masail PBNU, et al,. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas...,, 50.
114 Tbid, 51.
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Dalam Islam pemeliharaan hak atas beragama bagi
seseorang disebut HifZ al-din. Bagi bayi yang baru lahir terkait
pemeliharaan agama berada dibawah tanggung jawab orang tua.
Agama yang dianut oleh anak sudah pasti mengikuti agama yang
dianut oleh orang tua.!'® Rosulullah SAW bersabda :

Artinya : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah.

Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut
beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.”!!6

Hadits diatas mempunyai makna bahwa orang tua sangat
berpengaruh besar terkait akhlak anak, sebab anak senantiasa
meniru perilaku dari orang tua. Anak akan tumbuh dengan memiliki
akhlak baik apabila keluarga menegakkan agama Allah Swt dan
menaatiNya.!!” Berdasarkan sudut pandang fighiyyah, penyandang
disabilitas mempunyai beban terkait menjalankan kewajiban syari’at
(Taklf) selama penyandang disabilitas dalam keadaan akal yang
masih mampu bekerja dengan baik, sebab dalam melaksanakan
kewajiban terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi tanpa
mengurangi nilai keutamaan ibadah.!'® Kewajiban agama yang
diharapkan dipenuhi oleh seorang muslim melebihi dari lima rukun
islam ; taharah, sholat untuk orang sakit, imam.'!® Dalam buku
Disability in Islamic Law, Risplem-Chaim membahas terkait

sejumlah aturan khusu bagi para penyandang disabilitas baik karena

115 Tbid.

16 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam..., 50.

7 bid.

118 L embaga Bahtsul masail PBNU, et al,. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas...,, 71.
119 Verdit Rispler Chaim, Disability in Islamic Law, (Netherlands : Springer, 2007), 19.
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gangguan fisik atau mental yang tidak bisa dituntut untuk

menjalankan ibadah secara forma

Tabel 1

1 120

Dispensasi Fikih terhadap penyandang disabilitas menurut Rispler-Chaim'?!

Bab Jenis Disabilitas Jenis Disabilitas
Fikih
Hukum Sakit jiwa (matuh) gila | Tidak berkewajiban segala
(Majniin) hilang akal, jenis ibadah
dan sejenisnya
Taharah Lumpuh Jika tidak ada yang
membawakan air cukuo
dengan tayamum
Shalat Tidak mampu berdiri, Berbaring atau
hilang akal mengerjakan semampunya
Menghadap Buta Menghadap kemana saja
kiblat terpenting yakin

Sholat Jum’at

Buta, lumpuh

Tidak wajib sholat jum’at
akan tetapi sholat dhuhur
dirumah berdasarkan
kaidah, hifZhu adami afdal
min hifZhu al-Jama’ah.

Puasa Sakit permanen Membayar denda
Haji Sakit yang Tidak perlu pergi sendiri
menghalanginya pergi dan kalau secara ekonomi
haji mampu, maka wajib
membayar orang untuk
mewakili
Zakat Sakit Jiwa Wajib

2. Hak pemeliharaan nasab (Hifz al-nasl)

Konsep pemeliharaan atas kehormatan yang diwujudkan

dengan memberikan pengakuan atas jati diri sebagai anak dari orang

tua kandung merupakan salah satu bentuk dari pemeliharaan nasab

dalam Islam. Dalam Islam tidak memperbolehkan menghilangkan

120 Ibid.
121 Ibid.
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asal-usul keturunan terkait pengangkatan seorang anak.'?? Allah Swt

berfirman dalam QS. Al ahzab : 5.

e

A 3 i AT 1,208 € 0B Od G Ll B ey 420
O3 13S0l LR B S ol s 20t 35 s 031559

2

z &z A7 a8

Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu)
dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang
lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak
ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,
tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.
Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”!%3
Penyandang disabilitas dalam pemeliharaan nasab

disamping mendapatkan pengakuan atas jati diri dengan tidak
menghilangkan asal-usul keturuan, penyandang disabilitas juga
memiliki jaminan atas kehidupan privasi, perlindungan atas profesi,
jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik
dan berkualitas dalam pemeliharaan nasab.!*

3. Hak pemeliharaan atas jiwa (HifZ al-nafs)

Merupakan suatu kewajiban, terkait pemeliharaan atas
kesehatan fisik serta mental. Dalam hal memelihara kesehatan anak
harus dilakukan oleh orang tua yang dilakukan sejak dalam

kandungan hingga setelah dilahirkan.!>> Ketika anak lahir didunia,

122 T embaga Bahtsul masail PBNU, et al,. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas...,, 73.
123 Departemen Agama RI, A/ quran dan Terjemahnya..., 418.

124 L embaga Bahtsul masail PBNU, et al,. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas...,, 52.
125 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam ..., 57.
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upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan dilakukan

untuk upaya dalam pemeliharaan jiwa.!2¢

Terlebih untuk penyandang disabilitas, orang tua
mempunyai kewajiban mengasuh anak penyandang disabilitas. Jika
orang tua anak penyandang disabilitas tersebut meninggal, maka
menyangkut kewajiban pengasuhan anak penyandang disabilitas,
berikut pendapat para ulama :'?’

a. Para kerabat perempuan

b. Para pewaris ashabah

c. Kerabat terdekat anak yang diasuh, baik dari golongan
ashabah ataupun golongan perempuan

d. Kerabat golongan dzawil arham

e. Pemerintah/negara

Guna memberikan jaminan hak atas setiap jiwa manusia,
Islam menuntut adanya keadilan, serta bebas penganiayaan.'?®
Demikianlah Islam menghormati terkait hak pemeliharaan atas jiwa
anak. Jika orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan
terhadap anak, maka akan terbina generasi yang memiliki kekuatan

fisik seta gairah untuk mengemban amanah sebagai Khalifah fil

ardhi.'?®

4. Hak pemeliharaan akal (Hifz al- ‘aql)

126 Tbid.

127 Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al,. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas...,, 196.

128 Ibid, 52.
129 Ibid, 67.
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Setiap manusia mempunyai kewajiban akan pendidikan,
tidak memandang penyandang disabilitas maupun non disabilitas
sebab dalam Islam pendidikan merupakan suatu hal yang sangat

penting. Allah Swt berfirman :

&9 Ao ° ° . ° . 2. P 2~ .& 2%
S A mnd 1l il 3 1580 (ST (s 15 et ) LG

c o0 s % @ 2 3~ @ z ET 2 <
Doags alall gl fadlly 1S 1T 0 A B 130 19k 8 153
Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka
lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui

apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al mujadalah : 11)!3°
5. Hak pemeliharaan atas harta (Hifz al-mal)

Hak pemeliharaan atas harta dengan ini dalam hal hak
ekonomi dan sosial. Bagi kelompok penyandang disabilitas yaitu
penyandang disabilitas grahita, rungu dan netra, Islam memberikan
perhatian sangat besar, sebab ketidak sempurnanya pengetahuan
mereka terhadap barang yang akan ditransaksikan. Keadaan seperti
ini mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat buruk
hingga berdampak kerugian bagi penyandang disabilitas.!*!

Islam sangat memperhatikan aspek keamanan dalam hal
ekonomi dan sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam Islam

terdapat  pembatasan-pembatasan  yang  bertujuan  untuk

130 Departemen Agama RI, Al quran dan Terjemahnya...,542.
131 Tbid, 122.
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menyulitkan, akan tetapi lebih melindungi aset penyandang
disabilitas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tiga hal tersebut
adalah :

a. Wakdlah (perwakilan)

Penyandang disabilitas tidak diperkenankan untuk
melakukan transaksi ekonomi sendiri, akan tetapi harus
diwakilkan kepada seseorang bukan penyandang disabilitas
yang dapat dipercayai untuk melakukan transaksi ekonomi atas

nama penyandang disabilitas yang bersangkutan.

;o S A 80 L gnas, BVT A, G & R g

Bapal) 25 W e a1 005

Artinya : “Dikecualikan dari ketentuan yang sudah

lalu adalah jual beli yang dilakukan oleh disabilitas netra.

Hal tersebut disahkan dengan model perwakilan,

meskipun tidak sah kalau dilakukan langsung oleh
disabilitas netra tersebut sebab ada unsur darurat.”!*

b. Bay’ Maushif fi az-Zimmah (transaksi pemesanan barang

yang sifatnya sudah ditentukan dengan jelas)

Penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan
untuk mengetahui secara langsung barang yang akan dibelinya
tetap bisa mendapatkan barang sesuai yang diharapkannya.

u@mjd&mwﬁsﬁjw‘éYTé}Y\gjjﬂvj

Artinya : “Jual beli yang dilakukan disabilitas netra
tidak diperbolehkan kecuali dalam akad pesanan dan ia

mewakilkan kepada orang yang bisa melihat untuk serah
terimanya.”!33

132 Ibid, 123.
133 Ibid.
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c. Hijr (larangan bertransaksi)

Berbagai jenis penyandang disabilitas, seperti
skizofrenia dan sejenisnya, dipandang sebagai faktor yang
rentan untuk melakukan transaksi ekonomi sehingga yang
mempunyai keterbatasan tersebut dilarang untuk melakukan
transaksi ekonomi hingga disabilitasnya hilang.'3*

Berdasarkan lima macam hak diatas secara hierarki bisa dipilah ke

dalam tiga tingkatan :

1. Hak primer (dlariry)

Yaitu hak yang jika tidak dipenuhi berakibat kebinasaan.
Dalam kategori ini hak asasi atas pangan, papan, dan sandang.
Hukumnya wajib terkait pemenuhan hak primer.'¥

2. Hak sekunder (hajiy)

Pada hak sekunder ini, jika tidak dapat memenuhi tidak akan
mengakibatkan kefatalan, melainkan menimbulkan kesengsaraan
(masyaqqat/haraj). Hukumnya wajib terkait pemenuhan hak
sekunder!®

3. Hak tersier (tahsiny/takmily)

Pada hak tersier ini jika tidak dapat memenuhi maka tidak

akan menimbulkan kesengsaraan, akan tetapi kurang memberi

kesempurnaan. Hukumnya makruh terkait pemenuhan hak primer '*’

134 1bid, 124.
135 Tbid, 30.
136 Ibid.

137 Ibid.
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Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang
sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan, tidak terkecuali pada
masyarakat Indonesia yang menyandang disabilitas.!*® Terkait hak
penyandang disabilitas, telah termuat dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas.'?’

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi
penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan
tanpa diskriminasi diperlukan peraturan PerUndang-Undangan yang dapat
menjadi pelaksanaannya. Dalam Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan beberapa hak
penyandang disabilitas termasuk hak anak penyandang disabilitas :'4°

1. Mendapatkan Perlidungan khusus dari Deskriminasi, penelantaran,
pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

2. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga
pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

3. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

4. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak
anak;

5. Pemenuhan kebutuhan khusus;

6. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi

sosial dan perkembangan individu dan

138 Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak... 76.
139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1).
140 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (3)
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7. Mendapatkan pendampingan social.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas, juga terdapat perlindungan hukum yang mengatur tentang hak
penyandang disabilitas, yaitu dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.'*! Terkait
dalam hal pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas, Undang-
Undang telah mengatur mengenai efektivitas pelaksanaan penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas.'+

41 Undang-Undang -Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal
12.

192 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas, Pasal 27.
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BAB III

HASIL PENELITIAN TENTANG PERSOALAN PEMENUHAN HAK
ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI DESA NGABETAN KEC.

CERME KAB. GRESIK

A. Sekilas tentang Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik

1.

Sejarah Desa Ngabetan

Dalam bahasa jawa, desa Ngabetan mempunyai makna yaitu
ngabekti tenanan, dalam bahasa Indonesia yaitu berbakti dengan
sungguh-sungguh. Maksud dari arti tersebut yaitu ngabekti (berbakti)
kepada Allah SWT, orang tua, nusa dan bangsa. Terdapat 3 dusun didesa

Ngabetan, yaitu dusun Ngabetan, Kejambon, Sukorejo.'*

Menurut sejarah, awal mula desa Ngabetan tidak mempunyai
nama, kemudian seorang sesepuh sekaligus pendiri desa Ngabetan,
mengutus putra nya untuk menemui Syech Ainul Yaqin (Sunan Giri).
Sesampai di Sunan Giri, diberi nama Ngabetan dengan sebuah harapan
semua masyarakat desa Ngabetan menjadi insan yang beriman kepada

Allah SWT.!#

Dusun kejambon terletak antara desa Betiting dan Dungus,
dusun ini terkenal akan banyak nya kriminal perampokan, akibat
kejadian tersebut mayoritas masyarakat dusun ngabetan mencari
bantuan ke masyarakat desa Ngabetan. Pada akhirnya dusun Kejambon

dipindahkan berdekatan dengan desa Ngabetan.'* Pada tahun 1989

143 Data Profil Pemerintah Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik Tahun 2019.

144 Ibid.
145 Ibid.
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awal mula nama dusun Sukorejo adalah bendung, berawal dari adanya
waduk yang membendung, mendadak aliran waduk tersebut jebol
membanjiri dusun Sukorejo. Akan tetapi, jebolnya waduk itu dapat
diatasi oleh seorang sakti dengan menancapkan sesuatu hingga tidak
terjadi akan bencana itu.kini dusun Bendung berganti menjadi dusun

Sukorejo.!#6

Desa ngabetan terkenal akan pendidikan dan cocok tanam. Serta
memilik sebuah keunikan, adanya waduk yang menyerupai dengan
bentuk gajah, akan tetapi tidak ada satupun yang mengetahui asal-usul

dari waduk berbentuk gajah tersebut.'’

. Profil Desa Ngabetan

Desa Ngabetan merupakan desa Pertambakan dan Persawahan

yang dengan luas 282,4 ha, dengan lokasi :

a. Alamat : J1. Desa Ngabetan

b. Keluarahan : Ngabetan

c. Kecamatan : Cerme

d. Kabupaten : Gresik

e. Provinsi : Jawa Timur

f. No. Telp : 085101459995 /081216982229
g. Email D -

h. Kode Pos 16117148

146 Tbid.
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Jarak tempuh Desa Ngabetan ke ibu kota kecamatan
adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit.
Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 12 km, yang
dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.!#

Visi dan Misi Desa Ngabetan adalah :

a. Visi
“Bersama kita wujudkan Pemerintah Desa Ngabetan
yang baik, bersih dan terbuka demu terwujudnya
kehidupan masyarakat yang mandiri, bermartabat dan
sejahtera.”
b. Misi
1) Mewujudkan kualitas pelayanan yang prima kepada
masyarakat.
2) Mewujudkan sumber daya aparatur Pemerintah Desa
Ngabetan yang professional dan bermoral.
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam
berkarya dan berusaha.
4) Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertagwa
dan berakhlakul karimah.
Struktur Pemerintah Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik :
a. Kepala Desa

Nama : Muchammad Taufiq

b. Sekretaris Desa

149 Ibid.
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Nama : Isnawatin Sholikhah
c. Staf Urusan Pemerintahan
Nama : Amari
d. Staf Urusan Keuangan
Nama : Umu Alfiyah
e. Staf Urusan Umum dan tata usaha
Nama : Endang sulastri
f. Staf Perencanaan
Nama : Detty R Purbasari
g. Kasun Ngabetan
Nama : M. Baihaqi
h. Kasun Kejambon
Nama : -
i.  Kasun Sukorejo
Nama : Mulyadi
j.  Staf Urusan Kesra
Nama : Cholishotun Naimah
k. Staf Urusan Pelayanan
Nama : Imam Rifa’i"*°

3. Letak Geografis Desa Ngabetan

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme

Kabupaten Gresik. Adapun kondisi geografis Desa Ngabetan:'>!

150 Tbid.
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Curah Hujan : 108 mm/tahun
Ketinggian dari permukaan laut :+3m
Temperatur :28°9C -32°C

Desa Ngabetan berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Semampir, Kec. Cerme
Sebelah Timur : Desa Cagak Agung, Kec. Cerme
Sebelah Barat : Desa Kambingan, Kec. Cerme
Sebelah Selatan : Desa Betiting, Kec. Cerme

Desa yang terbagi menjadi 6 dusun antara lain : Dsn. Ngabetan,
Dsn. Kejambon, Dsn. Sukorejo Perum. Bumi Cermai Apsari, Patra

Raya, Queen Recidence yang terbagi sebagi berikut :

Pemukiman / Pekarangan : 177,014 ha
Tanah Ladang / Tegal 25,311 ha
Tanah Tambak : 80,515 ha
Tanah Perkantoran 20,5 ha

Tanah Hutan bakau Milik Negara  : -

B. Data Anak Penyandang Disabilitas Desa Ngabetan Cerme Gresik

Desa Ngabetan tercatat terdapat 6 orang anak penyandang
disabilitas, masing-masing anak tersebut dalam berbagai ragam kategori
disabilitas. Adapun data anak penyandang disabilitas Desa Ngabetan
sebagai berikut:!>?

Tabel 11
Jumlah penyandang disabilitas Desa Ngabetan

152 Data Anak Penyandang Disabilitas Pemerintah Desa Ngabetan Tahun 2019.
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No. Nama Anak Laki-laki Perempuan
1. Muhammad Herman v
2. Suci Fatkhul Majidah v
3. Moh. Ajisaka Rahmatulloh v
4. Dani v
5. Agung v
6. Didin v
Jumlah 5 1

Berdasakan dari data diatas tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan cukup tinggi. Perlu

diketahui juga adalah jenis dan jumlah kecacatan terdapat sebagai berikut :

Tabel III
Jenis dan jumlah kecacatan
No. Jenis Kecacatan Jumlah
1. Autis 1
2. Tuna Wicara 2
3. Cacat Fisik 2
4. Tuna Wicara dan Intelektual 1
Jumlah 6

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jenis anak

penyandang disabilitas di Desa Ngabetan terdapat berbagai kondisi

kecacatan yang bervariasi. Hal tersebut tentu membuat kebutuhan setiap

anak penyandang disabilitas juga berbeda serta memerlukan perhatian dan

perlindungan secara layak.

Dalam hal pendidikan, setiap anak mempunyai hak yang sama guna

proses tumbuh kembang. Berikut data pendidikan anak penyandang

disabilitas di Desa Ngabetan: '™

Tabel IV
Tingkat pendidikan anak penyandang disabilitas

No. Jenis Kecacatan Jumlah
1. Sekolah Dasar 4
2. SMP -

153 Data pendidikan anak penyandang disabilitas Desa Ngabetan.
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3. SMA -
4. Tidak Sekolah 1
5. Belum Sekolah 1
6. Kelompok Belajar -

Jumlah 6

Kurangnya pendidikan secara optima dan layak, hal ini dikarenakan
ketidak mampu orang tua dari segi financial serta minimnya pengetahuan
orang tua mengenai pendidikan khusus anak penyandang disabilitas. Tidak
hanya sekedar kendala finansial, akan tetapi sekolah yang telah disediakan
oleh Dinas Pemerintah sendiri memiliki batas persyaratan 1Q, sedangkan
anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan terdapat anak yang memiliki

standar 1Q jauh dari persyaratan.

Guna menunjang pemenuhan hak anak penyandang disabilitas
dalam proses tumbuh kembang secara optimal juga dipengaruhi akan
ekonomi keluarga, Berikut data pekerjaan orang tua anak penyandang

disabilitas di Desa Ngabetan:!>*

Tabel V

Jenis pekerjaan orang tua anak penyandang disabilitas
Pekerjaan Ayah Ibu
Pegawai Negeri Sipil 0

z
e

Wiraswasta 4

Wirausaha

Tukang

Tidak bekerja/IRT
Petani

Penjahit

— O |W | Ol |Oo O

Sl PN IR RN Fall Rl ISl o
ololo|lolvo

Guru honorer

Jumlah 6 6
C. Praktik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas Desa Ngabetan

Cerme Gresik

154 Data pekerjaan orang tua anak penyandang disabilitas Desa Ngabetan Tahun 2019.
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1. Keluarga Pertama

Muhammad Herman merupakan anak berusia 12 Tahun,
herman merupakan anak kedua dari bapak Alm. Supi’i dan ibu
Almh. Suwati, status herman adalah sebagai anak yatim piatu.
Herman mempunyai seorang saudara kandung, meski begitu kini
Herman diasuh oleh adik bapak Alm. Supi’i yakni ibu Rina dan
bapak Muhammad Suhada’, beliau mempunyai 2 orang anak.

Muhammad Herman termasuk dalam kategori penyandang
disabilitas wicara dan intelektual. Ketika kedua orang tua masih
hidup, kesadaran akan kondisi yang dialami sang anak terjadi ketika
memasuki usia 1 tahun dimana ketika itu awalnya ada sesuatu yang
mengganjal pada perkembangan bahasa anak, dimana berdasarkan
pengetahuan orang tua anak yang biasanya sudah memasuki 1 tahun
sudah bisa berbicara meski hanya beberapa kata saja.

Ibu Rina, orang tua pengganti herman yang mengasuh
setelah orang tua herman meninggal dunia menjelaskan:'>

“Waktu itu, ketika Herman berusia 1 tahun, anak kalo

usia 1 tahun kan biasanya uda bisa ngoceh ngoceh gitu,

rupanya herman itu hanya diam saja. Pikir Alm. Mas dan

Almh. Mbak aku kok diam gini aja ya. Akhirnya dibawa ke

Dokter katanya ini memang ada kelainan saraf, kalo

diobatin pun tidak akan bisa menyembuhkan, karna memang

sepertinya anak ini mengalami kelainan sudah sejak dalam

kandungan.”

Selain Tuna wicara Herman juga mengalami kelainan

intelektual, kemampuan motorik herman tidak seperti anak pada

umumnya. Dulu Alm. orangtua Herman sangat menginginkan

155 Rina, Ibu Angkat Herman, Wawancara, Kelurahan Ngabetan, 18 November 2019.
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Herman mendapatkan pendidikan yang layak. Sepeninggal orang
tuanya berbagai upaya telah dilakukan Ibu Rina agar Herman
mendapatkan pendidikan yang layak, namun karena sekolah yang
disediakan oleh Dinas Pemerintah sendiri memiliki batas
persyaratan IQ, sedangkan Ibu Rina tidak tahu mencari persyaratan
IQ tersebut kemana akhirnya Herman tidak bisa mendapatkan
pendidikan yang layak.

Ibu Rina, orang tua pengganti herman yang mengasuh
setelah orang tua herman meninggal dunia menjelaskan:!'>®

“Alm. Orang tua herman sangat menginginkan
pendidikan yang layak untuk anaknya, sepeninggal Alm.
berbagai upaya sudah saya lakukan, syarat masuk sekolah

SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) yang disediakan

pemerintah itu ada syaratnya Herman harus punya hasil 1Q,

sedangkan saya bingung harus mencari kemana?keluarga
kami tidak seberapa tahu, orang balai desa juga tidak
pernah mengarahkan”

Merawat anak penyandang disabilitas tidaklah mudabh,
berbagai upaya telah dilakukan ibu Rina dan bapak Muhammad
Suhada’ untuk selalu megusahakan pemenuhan hak kepada Herman.
Disinilah peran keluarga tersebut menjadi sangat penting dimana
keluarga harus memenuhi hak anaknya terutama anak penyandang
disabilitas meski masih belum mengetahui hak anak penyandang
disabilitas secara keseluruhan, terlebih memberikan dukungan, do’a

serta motivasi kepada sang anak agar tidak merasa putus asa dengan

keadaan yang dialami.

2. Keluarga Kedua

156 Ibid.
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Suci Fatkhul Majidah merupakan anak yang berusia 16
Tahun, merupakan anak pertama dari ibu Ulfatun Nikmah dan bapak
Ahmad Mahmudi. Suci termasuk dalam kategori penyandang
disabilitas cacat fisik. Adapun keluarga ibu Ulfatun Nikmah dan
bapak Ahmad Mahmudi mulai merasakan kecacatan sang anak saat

sang anak berusia 6 bulan.

Ibu Ulfatun Nikmah, Ibu kandung Suci menjelaskan:!'%’
“Dulu pas awal lahir ya saya kira baik baik saja, tapi
pas usia 6 bulan kan harusnya anak itu aktif tp ini gak aktif

sama sekali ya hanya tidur membentang, tidak mampu
mengangkat kepala setiap harinya.”

Sewaktu didalam kandungan keluarga tidak ada informasi
dari dokter mengenai si calon anak. Awal ketika mengetahui
keadaan si anak perasaan yang dialami ibu Ulfatun Nikmah dan
bapak Ahmad Mahmudi seakan tidak percaya dan tidak dapat

menerima.

Ibu Ulfatun Nikmah, Ibu kandung Suci menjelaskan:!*®
“Kalo dibilang sedih pasti sedih, awal tidak dapat

menerima tapi lama kelamaan ya saya sudah terima apa

adanya karna anak adalah Amanah, saya akan berusaha

menjaga dan merawat barangkali anak saya bisa normal
seperti anak pada umumnya.”

Pada saat penulis datang kerumah, kebetulan ada Suci,
adapun ciri-ciri fisik Suci bertubuh tinggi, berbadan kurus, berkulit
putih, serta sesekali mengeluarkan air liur dari mulutnya dan hanya
bisa tersenyum saat memahami apa yang penulis sampaikan dengan

orang tuanya.

157 Ulfatun Nikmah, Ibu Suci, Wawancara, Kelurahan Ngabetan, 18 November 2019.
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Berbagai upaya telah dilakukan orang tua namun tidak ada
hasil sama sekali, saat Suci berusia 5 tahun orang tua melakukan
terapi ke salah satu rumah terapi di Daerah Gresik, orang tua
berharap dengan dilakukannya terapi ini Suci bisa mengalami
peningkatan pada tumbuh kembangnya. Terapi itu membawa
perkembangan pada diri Suci namun hanya dilaksanakan beberapa

bulan saja karena kendala pada biaya.

Ibu Ulfatun Nikmah, Ibu kandung Suci menjelaskan:!%
“Sudah melakukan beberapa upaya, terapi kemana-
mana tidak ada hasil, saat usia 5 tahun kalo gk salah suci
tak bawa ke rumah terapi gresik, , ya meski saya dan
bapaknya harus bolak balik karna saya juga harus jahit biar
dapat uang, alhamdulillah ada perkembangan yang awalnya
dulu hanya bisa tidur membentang tidak bisa angkat kepala

kini bisa ngesot dan lama kelamaan jalan, namun terapi

hanya dilakukan b eberapa bulan saja karena kendala biaya
1 bulan 800rb.”

Membesarkan anak penyandang disabilitas sangatlah
membutuhkan biaya yang sangat banyak dan bahkan merupakan
perawatan seumur hidup, oleh karena itu perlu bantuan dari pihak
manapun untuk dapat meringankan beban orang tua, namun tidak
ada bantuan sama sekali, dari pihak keluarga tidak ada karena
keluarga lainnya hanya bisa buat biaya untuk kehidupanya sendiri,
Pemerintah Desa juga tidak ada. Orang tua berusaha sendiri saling

membantu.

Ibu Ulfatun Nikmah, Ibu kandung Suci menjelaskan:'®

“Sudah melakukan beberapa upaya, terapi kemana-
mana tidak ada hasil, saat usia 5 tahun kalo gk salah suci

159 Ibid.
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tak bawa ke rumah terapi gresik, ya meski saya dan
bapaknya harus bolak balik karna saya juga harus jahit biar
dapat uang, alhamdulillah ada perkembangan yang awalnya
dulu hanya bisa tidur membentang tidak bisa angkat kepala
kini bisa ngesot dan lama kelamaan jalan, namun terapi
hanya dilakukan beberapa bulan saja karena kendala biaya
1 bulan 800ribu. Tidak ada yang namanya bantuan dari
Pemerintah Desa Ngabetan.”

Suci akhirnya mendapatkan perawatan dari orang tuanya
dirumah. Selain perawatan orang tua juga berusaha memenuhi
pendidikan Suci dengan menyekolahkan di SDLB (Sekolah Dasar
Luar Biasa) Kecamatan Cerme, saat ini Suci duduk dibangku kelas
5. Semua biaya pendidikan hanya bersumber dari hasil jerih payah

orang tua, tidak ada bantuan dari Pemerintah Desa setempat.

Ibu Ulfatun Nikmah, Ibu kandung Suci menjelaskan:'®!
“Selepas bawa pulang paksa terapi, akhirnya kami
hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya,
sekarang Suci sekolah di SDLB kelas 5 pakek biaya sendiri”
Merawat anak penyandang disabilitas tidaklah mudah,
berbagai upaya telah dilakukan ibu Ulfatun Nikmah dan bapak
Ahmad Mahmudi untuk selalu megusahakan pemenuhan hak
kepada Suci. Disinilah peran keluarga tersebut menjadi sangat
penting dimana keluarga harus memenuhi hak anaknya terutama
anak penyandang disabilitas, meski masih belum mengetahui hak
anak penyandang disabilitas secara keseluruhan, terlebih

memberikan dukungan, do’a serta motivasi kepada sang anak agar

tidak merasa putus asa dengan keadaan yang dialami.

3. Keluarga Ketiga

161 Ibid.
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Mohammad Ajisaka Rohmatulloh Purwanto seorang anak
yang berusia 7 tahun, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara
pasangan suami istri bapak Mohammad Purwanto ibu Yuli
Handayani, saat ini Ajisaka tinggal bersama ibu Yuli dan bapak tiri
Mohammad Imam, Ajisaka lebih banyak tinggal bersama saudara
dari ibu Yuli. Ajisaka termasuk dalam kategori anak penyandang
disabilitas mental autis dan tuna wicara. Sewaktu didalam
kandungan, dokter mendeteksi jika si calon anak akan mengalami
kelainan.

Ibu Yuli, Ibu kandung Ajisaka menjelaskan:'?

“Awal mengertahui anak saya akan mengalami kelainan
itu pada saat hamil saya seringkali mengalami kecelakaan
hingga pendarahan terus menerus, akhirnya saya
membawanya ke dokter, lalu dokter mendeteksi kalo anak
saya akan mengalami kelainan.”

Keadaan awal kelainan yang dialami ajisaka adalah tubuh
yang lumpuh hanya berbaring di tempat tidur, tidak dapat berbicara.
Upaya awal yang dilakukan orang tua masih belum berhasil, karena
tidak ada perkembangan sama sekali pada si anak. Orang tua pun
masih belum menyerah berbagai upaya pun dilakukan lagi untuk
memenuhi keadaan si anak. Dilakukannya terapi disalah satu pijat
tradisional di daerah Gresik, disitulah ajisaka sedikit mengalami
perkembangan yaitu jalan meski belum seberapa lancer.

Ibu Yuli, Ibu kandung Ajisaka menjelaskan:'6

“Anaknya tidak bisa apa-apa, semua usaha kesana

kemari sudah saya lakukanakan tetapi masih belum ada
hasil, alhamdulillah pas saya bawa ke salah satu pijet

162 Yuli Handayani, Ibu Mohammad Ajisaka, Wawancara, Kelurahan Ngabetan, 18 November 2019.
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tradisional di Gresik disitu ada perkembangan dia bisa jalan
meski tidak terlalu lancar.”

Perihal pengembangan bahasa Ajisaka pun masih belum
begitu lancar, upaya lain pun dilakukan orang tua dengan membawa
si anak ke Dokter, akhirnya Dokter pun menyarankan agar dibelikan
sikat gigi khusus anak penyandang disabilitas. Disitulah Ajisaka

mengalami perkembangan pengembangan bahasa.

Ibu Yuli, Ibu kandung Ajisaka menjelaskan:!'¢*

“Saya dengar dari berbagai saran ibu-ibu suruh bawa
Ajisaka ke Dokter ini katanya ada terapi bicara, saya bawa
kesana, lalu dokter menyarankan untuk membelikan sikat
gigi khusus anak penyandang disabilitas untuk digosokkan
dibagian tertentu. Akhirnya saya belikan yang murah saja

dan ya alhamdulillah bisa ngomong sedikit meski hanya
mbah, mama, maem. ”

Setelah semua keadaan sudah terdapat perkembangan,
terdapat kelainan lagi yaitu si anak mengalami autis, jika
berinteraksi dengan temannya reaksi pukul tangan pun terjadi,

keadaan seperti ini diketahui setelah si anak bisa jalan.

Ibu Yuli, Ibu kandung Ajisaka menjelaskan: '

“Setelah bisa jalan , Ajisaka saat bertemu temannya dia
langsung pukul temannya sambil senyam senyum.”

Orang tua pun berusaha memenuhi pendidikan si anak, awal
sekolah di Daerah Gresik karena beserta terapi bicara, namun orang
tua tidak mampu akan biaya. Akhirnya diputuskan untuk
mendapatkan pendidikan di SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa)
Cerme, selama di sekolah berinteraksi dengan teman si anak menjadi

sosok yang pendiam tidak mengeluarkan reaksi pukul tangan. Jika

164 Ibid.
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berada dirumah Ajisaka kembali menjadi sosok anak yang jika

berinteraksi dengan temannya mengeluarkan reaksi pukul tangan.
Ibu Yuli, Ibu kandung Ajisaka menjelaskan:!%®

“Saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikan
Ajisaka, awal sekolah di Daerah Gresik beserta terapi
bicara, tapi kemudian saya pindah ke SDLB karena kendala
biaya, saya harus membiayai 3 orang anak.”

Saat penulis datang kerumah, penulis tidak bertemu dengan
Ajisaka karena selama kehadiran anak ke 3, ibu Yuli menitipkan
Ajisaka untuk dirawat oleh sauadara ibu Yuli yang bernama ibu
Karsining. Ibu Yuli membawanya pulang pada saat-saat tertentu
akan tetapi kebanyakan tidak pernah dibawa pulang. Jadi menurut
hasil penelitian penulis Ajisaka tidak mendapatkan perawatan dan

kasih sayang secara langsung oleh orang tuanya.

Ibu Yuli, Ibu kandung Ajisaka menjelaskan: !¢’

“Loh ajisaka lagi gk dirumah , semenjak lahir adiknya
dia tak titipkan ke saudara saya, ada saat saat tertentu saya
menjemput.”

Merawat anak penyandang disabilitas tidaklah mudabh,
berbagai upaya telah dilakukan ibu Yuli dan bapak Imam untuk
selalu megusahakan pemenuhan hak kepada Ajisaka. Disinilah
peran keluarga tersebut menjadi sangat penting dimana keluarga
harus memenuhi hak anaknya terutama anak penyandang disabilitas,

meski masih belum mengetahui hak anak penyandang disabilitas

secara keseluruhan, terlebih memberikan dukungan, do’a serta

166 Ibid.
167 Ibid.



65

motivasi kepada sang anak agar tidak merasa putus asa dengan
keadaan yang dialami.
4. Tokoh Masyarakat Desa Ngabetan

Ibu Sri Wahyuni merupakan salah satu tokoh masyarakat
yang penulis datangi, ibu Sri merupakan kader posyandu dan PKK.
Saat penulis datang ke rumah mendapat sambutan hangat dari ibu
Sri. Pandangan ibu Sri sebagai tokoh masyarakat terhadap anak
penyandang disabilitas masih belum terlalu ada pandangan
mengenai hal itu karena tidak adanya program atau forum terhadap
anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan.

Ibu Sri Wahyuni, Tokoh Masyarakat Desa Ngabetan
menjelaskan: !

“Saya memang kader posyandu dan PKK, tapi saya
selama ini belum terlalu ada pandangan mengenai anak
penyandang disabilitas, ya hanya sekedar tahu dan belas
kasihan, karena memang di Desa Ngabetan ini kan tidak ada

mengenai program terhadap anak penyandang disabilitas,
paling ya hanya program janda, anak miskin, balita.”

Tokoh masyarakat Desa Ngabetan selama ini memandang
anak penyandang disabilitas sebagai anak yang lemah dan hanya
sebatas rasa belas kasihan tidak ada upaya tertentu yang bisa
dilakukan untuk terselenggaranya pemenuhan hak anak penyandang

disabilitas serta menjadi pendukung anak penyandang disabilitas

dan keluarga.

168 Sri Wahyuni, Tokoh Masyarakat Desa Ngabetan, Wawancara, Kelurahan Ngabetan, 18
November 2019.
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Ibu Sri Wahyuni, Tokoh Masyarakat Desa Ngabetan
menjelaskan: '

“Ya selama ini, masyarakat ya kasihan, paling ya
memberi santunan pas waktu tertentu misal pas hari raya,
terkadang masyarakat kebanyakan hanya memberi santunan
kepada anak yatim/ piatu, masyarakat belum terlalu
memahami bahwa anak penyandang disabilitas juga harus
diperhatikan.”

Kebijakan Pemerintah Desa Ngabetan Cerme Gresik terhadap
pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Desa Ngabetan terhadap
pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Adapun kebijakan yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngabetan yaitu hanya dengan
mengandalkan pendataan dari Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Ibu Ima, selaku Kasi Kesra (kesejahteraan masyarakat) Pemerintah
Desa Ngabetan menjelaskan :'7

“Kebijakan yang selama ini hanya dilakukan oleh Pemerintah

desa yaitu melalui pendataan yang dilakukan oleh Dinsos
Kabupaten Gresik.”

Fasilitas penunjang bagi anak penyandang disabilitas seperti alat
peraga jalan atau alat beraktifitas lainnya masih dinilai sangat kurang. Tidak
ada anggaran dalam bentuk bantuan untuk anak penyandang disabilitas di
Desa Ngabetan. Kebijakan Pemerintah Desa Ngabetan masih sangat kurang
dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Pemerintah Desa

Ngabetan masih perlu pendekatan dengan masyarakat termasuk anak

169 Ibid.

170 Cholisotun Naimah, Staff Urusan Kesra Pemerintah Desa Ngabetan, 1 November 2019.
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penyandang disabilitas dan memahami berbagai keperluan kebutuhan dari

anak penyandang disabilitas.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas mengenai hak pendidikan untuk penyandang
disabilitas menyebutkan bahwa: “Mendapatkan pendidikan yang bermutu
pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara
inklusif dan khusus.” Sebagaimana dikatakan bahwa anak penyandang
disabilitas berhak atas pendidikan secara inklusif dan khusus, namun pada
kenyataannya masih terdapat anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan
yang masih belum memperoleh pendidikan secara inklusif dan khusus. Hal
ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain biaya sekolah yang cukup
tinggi.

Ketika penulis melangsungkan penelitian tidak ada alasan yang kuat
terkait tidak terbukanya Pemerintah Desa Ngabetan dalam melaksanakan
pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Ibu Ima, selaku Kasi Kesra

(kesejahteraan masyarakat) Pemerintah Desa Ngabetan menjelaskan :!"!

“Iya kami tahu mengenai Undang-undang yang mengatur anak
penyandang disabilitas, masih banyak yang kami urus bukan hanya
masalah anak penyandang disabilitas, kami sudah berusaha melalui
pendataan yang dilakukan Dinsos meski tidak ada tindak lanjut,
untuk program dari pemerintah desa sendiri masih belum ada, ya
mungkin ini bisa kita kembangkan dengan adanya penelitian ini.”

Adapun seharusnya Pemerintah Desa Ngabetan hendaknya
melakukan pendampingan guna memberikan pemahaman lebih kepada
keluarga dan orang terdekat anak penyandang disabilitas. Pendampingan

tidak hanya sebatas agar anak penyandang tidak ditelantarkan namun juga

171 Ibid.
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membekali kedua orang tua atau keluarga terdekat akan keterampilan
hingga mampu berkreasi dan berinovasi untuk keluarga.

Adanya hak anak penyandang disabilitas, hendaknya Pemerintah
Desa Ngabetan mengambil tindakan secara keterbukaan dengan masyarakat
dalam melakukan pendampingan terlebih mengeluarkan dan menentukan
bantuan yang belum terorganisisir dengan baik agar anak penyandang
disabilitas mendapatkan pendidikan yang layak serta pengawasan yang

sesuai.
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN
HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Pandangan Hukum Islam terhadap persoalan pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas

Berdasarkan lima macam hak asasi yang dikenal dalam Islam
dengan sebutan Maqdsid al-shari’Gh, yaitu pemeliharaan atas hak
beragama (Hifz al-din), pemeliharaan atas jiwa (HifZ al-nafs), pemeliharaan
atas kehormatan dan nasab/keturunan (/ifZ al-nasl), pemeliharan atas akal
(Hifz al-‘aql), dan pemeliharaan atas harta (4ifZ al-mdl). Dari lima macam
hak asasi tersebut, pemeliharaan atas hak beragama (HifZz al-din),
pemeliharaan atas jiwa (HifZ al-nafs), pemeliharan atas akal (Hifz al- ‘aql)
yang akan menjadi kajian pada bab ini.

Di Desa Ngabetan ini terdapat 6 anak penyandang disabilitas, yang
terdiri dari 5 anak penyandang disabilitas laki-laki dan 1 anak penyandang
disabilitas perempuan. Untuk penerapan pemeliharaan atas hak beragama
(Hifz al-din), pemeliharaan atas jiwa (HifZ al-nafs), pemeliharan atas akal
(Hifz al-‘aql) yang ada di Desa Ngabetan ini dalam penereapannya untuk
pemeliharaan atas jiwa kurang efektif atau tidak berjalan dengan baik, hanya
saja diberikan oleh orang tua anak penyandang disabilitas sendiri.

Untuk penerapan pemeliharaan atas hak beragama (HifZ al-din),

kurang efektif atau tidak semua keluarga dari anak penyandang disabilitas
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menerapkan pemeliharaan atas beragama kepada anak penyandang
disabilitas. Penerapan pendidikan (HifZ al- ‘aql) ini ditujukan kepada anak
penyandang disabilitas yang memiliki intelektual. Diharapkan anak
penyandang disabilitas ini walaupun memempunyai keterbatasan fisik,
intelektual, mental dan/atau sensorik anak penyandang disabilitas masih
mempu untuk mengenal pendidikan serta mendapatkan perawatan atas jiwa
(Hifz al-nafs) yang layak seperti terapi alternatif khusus sesuai kebutuhan
fisik serta mendapatkan kasih sayang orang tua kepada anak.

Islam tidak membedakan antara anak penyandang disabilidas
dengan anak non penyandang disabilitas, dalam pandangan Islam semua
sama dan wajib mendapatkan perlindungan. Anak penyandang disabilitas
merupakan anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik. Oleh karena itu anak penyandang disabilitas memerlukan
perlindungan khusus untuk dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan
lingkungan tanpa mengalami hambatan serta mendapatkan kasih sayang
dari keluarga dan orang sekitar untuk mendapatkan motivasi semangat agar
anak penyandang disabilitas dapat beraktifitas seperti anak-anak pada
umumnya. Keluarga menjadi pertahanan utama yang dibutuhkan oleh anak
penyandang disabilitas.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih
sayang kepada anak yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak.
Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai

apabila anak dalam kondisi normal. Namun ketika anak berada dalam
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kondisi tidak normal, maka anak membutuhkan perlindungan dan
penanganan, itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.
Penerapan dalam hal ibadah, pendidikan, kesehatan dan kasih
sayang di Desa Ngabetan ini dalam mewujudkan hak anak penyandang
disabilitas masih kurang maksimal. Terutama dalam masalah ibadah (Hifz
al-din), anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan
manusiawai dengan layanan fasilitas, terutama fasilitas dalam beribadah.
keluarga tidak memenfaatkan tempat ibadah yang ada disekitar rumah
karena tempat ibadah tersebut sangat disulitkan oleh bentuk bangunan dan
ketersediaan fasilitas yang didesain tidak ramah anak penyandang
disabilitas. Adapun kesulitan yang dialami anak penyandang disabilitas di
Desa Ngabetan dalam menyempurnakan hak beribadah sebagai berikut:

a. Kolam penyucen dari toilet dan tempat wudlu menuju masjid bagian
dalam, kolam tersebut dibuat karena bertujuan untuk menghindari
adanya najis masuk ke dalam masjid. Namun, desain kolam
kebanyakan sangat tidak ramah untuk anak penyandang disabilitas.

b. Ketidaktersediaan pelayanan ustad/ustadzah yang memungkinkan
dikhususkan untuk memberikan pengetahuan seputar agama bagi

penyandang autis dan lainnya.

Minimnya akses keruang publik dan kurangnya informasi
pengetahuan agama membuat anak penyandang disabilitas seakan
terdiskriminasi dan terpinggirkan. Oleh karena itu diperlukannya kesadaran
pemerintah, tokoh masyarakat terutama keluarga untuk menyadari

pemeliharaan ibadah anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan sebab
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Islam merupakan agama yang menebar rahmat dan keadilan bagi semua

umatnya tanpa terkecuali.

Pemeliharaan terhadap pendidikan (HifZ al- ‘agl), tidak semua anak
penyandang disabilitas di Desa Ngabetan dapat merasakan dunia
pendidikan dengan baik dan optimal. Mereka hanya bermain dirumah,
karena kurang nya kebutuhan finansial dan kurangnya pengetahuan orang
tua mengenai pendidikan khusus anak penyandang disabilitas sehingga anak

tersebut tidak dapat merasakan pendidikan yang sesungguhnya.

Dalam perawatan atas jiwa (HifZ al-nafs) untuk anak penyandang
disabilitas di Desa Ngabetan juga masih kurang maksimal, karena yang
dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak penyandang disabilitas
hanyalah sebatas terapi, itupun dilakukan hanya beberapa kali pertemuan
saja, karena kurangnya kebutuhan finansial. Sedangkan anak penyandang
disabilitas dengan keterbelakangan yang berbeda-beda masih membutuhkan
beberapa terapi pengobatan yang lebih dan bahkan seumur hidup, sangat
kurang maksimal jika hanya melakukan terapi hanya beberapa kali
pertemuan. Pemeliharaan perawatan atas jiwa anak adalah suatu kewajiban,
baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental, pemeliharaan
mental dengan memberikan kasih sayang orang tua kepada anak untuk
tumbuh dan berkembang secara layak terlebih kepada penyandang

disabilitas.

. Pandangan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.
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Berkaitan dengan persoalan pemenuhan hak anak penyandang
disabilitas, penulis mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan melihat jumlah anak penyandang
disabilitas di Desa Ngabetan yang terhitung cukup banyak diruang lingkup
pedesaan. Berbagai macam kategori, penyandang disabilitas ringan,
penyandang disabilitas sedang dan penyandang disabilitas berat. Maka anak
penyandang disabilitas ini diperlukannya jaminan akan pemenuhan
terhadap hak-haknya agar dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang

lain.

Berdasarkan uraian yang telah ditulis dalam BAB II, Pasal 5 Butir 3
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,
dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas termasuk hak anak
penyandang disabilitas. Dengan ini penulis akan menjabarkan berbagai
macam persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang ada di
Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berdasarkan Pasal 5
Butir 3 Point b, d, ¢ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas.

Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga
pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, disini dari keluarga yang
penulis datangi mereka berusaha mengupayakan merawat dan mengasuh
seperti dengan terapi fisik, pembelian alat bantu guna tumbuh kembang
anak penyandang disabilitas meskipun kurang optimal, bahkan ada juga dari
anak penyandang disabilitas yang telah dirawat dan diasuh oleh keluarga

pengganti. Merawat dan mengasuh anak penyandang disabilitas tentunya
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membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang lama bahkan bisa seumur
hidup, itu yang menjadi kendala utama keluarga dalam merawat dan
mengasuh anak penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa Ngabetan dalam pemenuhan mendapatkan perawatan
terkait perawatan kesehatan masih tidak terlalu maksimal, dalam Pasal 12
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
bahwa “Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu, dan terjangkau.” Di Desa Ngabetan terdapat Poskesdes (pos
kesehatan desa) tidak ada wupaya satupun pemeriksaan kesehatan,
penyuluhan dan pendampingan perawatan bahkan tidak ada upaya
sumbangsih terkait konsesi dalam hal perawatan kesehatan anak

penyandang disabilitas.

Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak
anak dengan hal ini terdapat kesamaan dengan hak perlakuan yang sama
dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan
individu. Tentunya dalam hal ini ada kaitannya dengan hal beribadah dan
pemberian kasih sayang kepada anak penyandang disabilitas. Keluarga
anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan disini masih belum bisa
membaurkan anak penyandang disabilitas dengan anak non disabilitas
dalam mencari pengetahuan agama dimasjid—masjid terdekat dikarenakan
kekhawatiran keluarga akan fasilitas dan pelayanan ustad/ustadzah nya hal
ini tentunya sebagai penghambat anak penyandang disabilitas dalam
integrasi sosial dan pengembangan individu, oleh karena itu diperlukannya

kesadaran Pemerintah desa, Tokoh Masyarakat dan pihak yang berwenang
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lainnya terkait perlakuan manusiawai dan layanan fasilitas, terutama
fasilitas dalam beribadah. Dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa “Pemerintah dan perintah
daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk
menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang
disabilitas”.

Kelima, pemenuhan kebutuhan khusus, terkait hal ini bisa dikaitkan
dengan pemenuhan pendidikan khusus, pendataan anak penyandang
disabilitas. Anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan tidak semua
mendapatkan pendidikan khusus dan kartu anak penyandang disabilitas.
Upaya yang dilakukan keluarga dalam pemenuhan pendidikan yang sudah
penulis utarakan diatas terdapat berbagai macam kendala yang dialami,
diantaranya kendala finansial dan kurangnya informasi mengenai
pendidikan khusus anak penyandang disabilitas. Dalam Pasal 10 Undang-
undang Nomer 8 tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas yang
menyatakan bahwa : “Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan

khusus.”

Di area pemerintah kecamatan terdapat Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB) namun Pemerintah Desa Ngabetan tidak menjadi penyalur atau
pendamping dalam hal tersebut sehingga keluarga anak penyandang
disabilitas mengalami berbagai kesulitan karena kurangnya informasi
terkait pendidikan khusus anak penyandang disabilitas serta kurangnya

kebutuhan finansial. Kesadaran penyelenggara pendidikan untuk
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memberikan hak-hak yang sama terhadap disabilitas di Desa Ngabetan
masih tergolong rendah. Bahkan, Pemerintah, Tokoh Masyarakat banyak
dari mereka yang tidak mendukung para penyandang disabilitas yang

seharusnya mendapat hak pendidikan layaknya orang non disabilitas.

. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak
anak penyandang disabilitas.

Pembahasan dalam bab ini menjadi pembahasan yang penting,
karena pembahasan ini merupakan inti dari skripsi ini. Pada dasarnya semua
manusia diciptakan Allah Swt fi ahsan tagwim (dalam bentuk sempurna).
Manusia adalah karya agung (masterpiece) Allah Swt. Namun, Allah Swt
menciptakan manusia tak seragam. Setiap manusia yang hadir ke bumi
adalah unik, yang satu bukan foto copy dari yang lain. Manusia lahir dengan
membawa kelebihan dan keterbatasan masing-masing.

Berdasarkan Lima macam hak asasi yang dikenal dalam Islam
dengan sebutan Magqdsid al-shari’Gh, yaitu pemeliharaan atas hak
beragama (HifZ al-din), Islam sangat memperhatikan terhadap kemudahan
(taysir) dalam kaitannya dengan beragama. Berbagai kemudahan telah
diberikan Allah Swt untuk tujuan dan maksud mulia. Memastikan agar
manusia menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan
waktu, serta mendorong dan memotivasi manusia untuk tetap rajin dan
semangat menjalankan agama, karena dapat dilakukan dengan mudah tanpa

kesulitan. Tanpa melakukan tindakan diskriminasi terhadap penyandang



77

disabilitas karena Islam memandang semua manusia setara. Selain itu,
ditinjau dari Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa : “Pemerintah dan pemerintah
daerah wajib melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan
diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan
masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaanya.” Sarana
prasarana penyandang disabilitas acap kali mendapati bahwa tempat atau
fasilitas ibadah yang tidak aksesibel. Infrastruktur masjid banyak yang tidak
ramah, tempat wudhu berkolam. Ditinjau dari Pasal 14 Point b Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menyebutkan
bahwa : “Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat
peribadatan.”

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak pemeliharaan atas
jiwa (Hifz al-nafs). Islam sangat menghormati dan menyelenggarakan hak
pemeliharaan atas jiwa (HifZ al-nafs) terhadap anak, baik fisik maupun
mental. Pemeliharaan jiwa pada anak penyandang disabilitas diberikan
sebagai upaya pertumbuhan sehat guna dapat tumbuh dan berkembang
secara layak, dengan pemberian terapi fisik serta alat bantu kesehatan
berdasarkan kebutuhan. Mengenai hak kesehatan penyandang disabilitas
termuat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang disabilitas .

Selain itu dalam pemeliharan atas akal (Hifz al-‘aql) Islam
mewajibkan semua manusia untuk mendapatkan pendidikan setinggi-

tingginya. Sebagai landasan dalam hak memperoleh pendidikan bagi warga
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negara tak terkecuali, dalam Pasal 10 Undang-undang Nomer 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang disabilitas Penyandang disabilitas menyebutkan
bahwa :

a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di
semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan
khusus

b. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur,
dan jenjang pendidikan

c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara
pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis,
jalur, dan jenjang pendidikan

d. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Dalam Islam, semua hak baik yang primer, sekunder maupun tersier
, pada mulanya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Jika
tidak mampu, tanggung jawab beralih ke keluarga, jika keluarga tidak
mampu beralih ke masyarakat, dan jika masyarakat tidak mampu maka
tanggung jawab beralih ke pemerintah.

Berdasarkan dari beberapa pemaparan terkait hak anak penyandang
disabilitas menurut Hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Maqasid al-
shari’@h. jika diimplementasikan dengan hak anak penyandang disabilitas
menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas tidak ada perbedaan, karena semua hak anak penyandang
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disabilitas menurut Hukum Islam termuat dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dari pemaparan diatas, sudah jelas jika terdapat aturan terkait
pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam Hukum Islam dan
Perundang-undangan yang mengikat maka pihak keluarga, pemerintah dan
tokoh masyarakat berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, menjamin
terhadap hak anak penyandang disabilitas.

Penulis berharap kepada keluarga, pemerintah, dan tokoh
masyarakat Desa Ngabetan agar dipenuhinya hak anak penyandang
disabilitas demi terwujudnya anak penyandang disabilitas yang mempunyai
potensi dalam berinteraksi dengan lingkungan dan tidak ada hambatan
untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lain

berdasarkan kesamaan hak.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa
Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik dalam mewujudkan hak anak
penyandang disabilitas dari segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan
serta pendidikan masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya
pengetahuan dan kebutuhan finansial dari keluarga serta tidak adanya
dukungan dari pemerintah desa setempat dalam membantu tercapainya
kebutuhan akomodasi dan fasilitas lain yang layak guna menunjang atau
menjamin hak anak penyandang disabilitas.

Setelah di tinjau dengan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan
pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sudah jelas jika terdapat
aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang
mengikat pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat
berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, menjamin terhadap hak

anak penyandang disabilitas.

B. SARAN

1.

Untuk keluarga, agar tidak memiliki rasa malu dan tidak menelantarkan
anak walaupun memiliki kekuranan fisik, maupun mental untuk terus

melakukan perawatan dan pendampingan anak penyandang disabilitas.
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2. Untuk Pemerintah Desa Ngabetan, disarankan agar menjalin koordinasi
yang baik dengan Masyarakat, Pemerintah Daerah agar tercapainya
kebutuhan akomodasi dan fasilitas lain yang layak guna menunjang atau
menjamin hak anak penyandang disabilitas.

3. Untuk Tokoh Masyarakat hendaknya mendirikan Forum Peduli
Penyandang Disabilitas guna memberikan rehabilitasi sosial sebagai
penunjang pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang belum
terpenuhi oleh Pemerintah dan Keluarga.

4. Untuk semua pihak agar ikut serta melakukan perawatan dan
pendampingan bagi anak penyandang disabilitas bukan hanya sekedar

memandang dengan rasa belas kasihan ataupun deskriminasi.



82

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Jamal. Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan
oleh Bahrun Abu Bakar, “Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul
Amin”. Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2005.

Ahmadi, Abu. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009.

Amrin, Tatang M. Menyusun Rencana Penulisan. Jakarta : PT Raja Grafindo,
Persada, 1995.

Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib. Taisiru al-Alliyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibn Katsir.
Terj. Syaibuddin,. Jakarta : Gema Insani Press, 2000. Jilid 1.

Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta,
2006.

Ash-Shabuni, Muh. Ali . Shafwatul Tafasir. Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2011.
Jilid 1.

Azyumardi, Azra. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1997.

Chaim, Verdit Rispler. Disability in Islamic Law. Netherlands : Springer, 2007.

Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk di Hukum. Jakarta : Sinar Grafika , 2013.

Gosita, Arief. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta : Akademika Pressindo, 1989.

Hanafi, Ahmad. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta : Bulan Bintang,
1995.

Kementerian Agama. Al-Quran berserta Terjemahan. Surabaya : Karya Agung,
2002.

Koesnan, R.A. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung :
Sumur, 2005.

Lembaga Bahtsul masail PBNU. Figih Penguatan Penyandang Disabilitas, Jakarta:
LBM PBNU, 2018.

Mas’adi, Ghufron. Figh Muamalah Kontekstual. Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2002.

Moelong, Lexy J. Meotode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif,

2002.



83

Rahayu, Sugi. et.al. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : kencanapress, 2013.

Refani, Nur Kholis. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta : Imperium.
2013.

Rianto, Adi. Metodelogi penelitian sasial dan hukum. Jakarta : Granit, 2004.

Shihab, M Quraish. Tafsir Al-Misbah. Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an
Jakarta : Lantera Hati, 2002. Vol. 15.

Smart, Aqilah. Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran & Terapi untuk
Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2010.

Sujarweni, Wiratno. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Barupress, 2014.

Subekti dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : PT.
Pradnya Paramita, 2002.

Tamwifi, Irfan. Metologi Penelitian. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tihami, M.A. Fikih Munakahat (Kajian Fiikih Nikah Lengkap). Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1994.

Wadong, Maulana Hasan. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta:
Grassindo, 2000.

Wasita, Ahmad. Seluk Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi
Pembelajarannya. Jakarta: Javalitera, 2012.

Wijaya, Ardhi. Seluk Beluk Tunaetra & Strategi Pembelajarannya. Yogyakarta :
Javalitera, 2012.





